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Abstrak 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 memberikan kerangka strategis bagi 
percepatan peningkatan mutu pendidikan nasional melalui revitalisasi satuan 
pendidikan, khususnya melalui penyediaan, rehabilitasi, dan pembangunan sarana 
dan prasarana secara sistematis dan berbasis data. Artikel ini menyajikan analisis 
komprehensif terhadap kebijakan revitalisasi, mekanisme implementasinya pada 
tingkat satuan pendidikan, serta implikasinya terhadap kualitas pembelajaran, tata 
kelola sekolah, pemerataan akses pendidikan, dan integrasi digital. Pendekatan 
analitis yang digunakan memadukan perspektif kebijakan publik, manajemen 
pendidikan, dan teori pembangunan manusia, dengan meninjau literatur nasional 
dan internasional, termasuk praktik terbaik dari UNESCO, OECD, dan World 
Bank. Temuan menunjukkan bahwa revitalisasi sarana-prasarana bukan sekadar 
intervensi teknis, melainkan instrumen transformasi struktural yang memperkuat 
standar nasional pendidikan, meningkatkan kapabilitas pedagogis guru, 
mempercepat digitalisasi satuan pendidikan, dan memperbaiki ekosistem tata 
kelola yang akuntabel serta berkelanjutan. Namun, efektivitas implementasi 
dipengaruhi oleh variasi kapasitas manajerial daerah, kualitas perencanaan berbasis 
data, dan ketepatan alokasi anggaran. Penelitian ini merekomendasikan penguatan 
governance, integrasi sistem informasi pendidikan, mekanisme monitoring berbasis 
data real-time, serta pendekatan afirmatif untuk daerah tertinggal, sehingga 
transformasi pendidikan dapat berlangsung merata dan berkelanjutan. 
Kata Kunci: Revitalisasi Pendidikan, Sarana dan Prasarana, Inpres 7/2025, Mutu 
Pendidikan, Kebijakan Publik, Digitalisasi Pendidikan, Governance 

Abstract 
Presidential Instruction Number 7 of 2025 provides a strategic framework for 
accelerating the improvement of national education quality through the 
revitalization of educational units, particularly through systematic and data-driven 
provision, rehabilitation, and development of educational facilities and 
infrastructure. This article presents a comprehensive analysis of the revitalization 
policy, its implementation mechanisms at the school level, and its implications for 
learning quality, school governance, equitable access to education, and digital 
integration. The analytical approach integrates perspectives from public policy, 
educational management, and human development theory, reviewing both national 
and international literature, including best practices from UNESCO, OECD, and 
the World Bank. Findings indicate that the revitalization of facilities is not merely 
a technical intervention but a structural transformation instrument that strengthens 
national education standards, enhances teachers’ pedagogical capabilities, 
accelerates digitalization in educational units, and improves an accountable and 
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sustainable governance ecosystem. Nevertheless, the effectiveness of 
implementation is influenced by regional managerial capacity variations, the 
quality of data-driven planning, and the accuracy of budget allocation. This study 
recommends strengthening governance, integrating educational information 
systems, implementing real-time data-based monitoring mechanisms, and applying 
affirmative approaches in underdeveloped regions to ensure that educational 
transformation is equitable and sustainable. 
Keywords: Actuating, Education Revitalization, Facilities dnd Infrastructure, 
Inpres 7/2025, Education Quality, Public Policy, Digitalization in Education, 
Governance. 
 
PENDAHULUAN 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 menandai fase baru transformasi 
pendidikan nasional, dengan menempatkan revitalisasi sarana dan prasarana 
sebagai salah satu strategi utama dalam mengatasi ketimpangan mutu antarsatuan 
pendidikan (Kemendikbudristek, 2023). Kebijakan ini muncul sebagai respons 
strategis terhadap akumulasi kesenjangan pendidikan yang telah lama tercatat 
melalui berbagai kajian nasional, termasuk Asesmen Nasional, Data Pokok 
Pendidikan (Dapodik), dan audit sarana-prasarana oleh Kemendikbudristek 
(Dapodik Kemendikbudristek, 2023; LIPI, 2021). Dalam kerangka pembangunan 
nasional, penyediaan sarana dan prasarana yang layak bukan sekadar aktivitas 
pembangunan fisik, tetapi merupakan pre-condition kritis bagi peningkatan 
kualitas proses pembelajaran, efektivitas manajemen sekolah, dan penguatan 
kapabilitas pedagogis guru. Bukti empiris menunjukkan bahwa sarana-prasarana 
yang representatif, seperti ruang kelas memadai, laboratorium fungsional, 
perpustakaan lengkap, sanitasi higienis, serta akses digital yang stabil, memiliki 
korelasi positif dengan motivasi belajar siswa, kinerja guru, dan pencapaian standar 
kompetensi (Barrett, 2019; Blase & Blase, 2017; Said, 2019). 

Pendekatan revitalisasi dalam Inpres 7/2025 dirumuskan secara sistemik 
dan berbasis data, menekankan pentingnya analisis kebutuhan nyata (needs 
assessment) di tingkat satuan pendidikan sebagai fondasi perencanaan 
(Kemendikbudristek, 2022; Brookings Institution, 2022). Strategi intervensi yang 
ditetapkan mencakup penguatan infrastruktur fisik, digitalisasi pembelajaran, dan 
peningkatan kompetensi manajerial sekolah. Dalam konteks pedagogi abad ke-21, 
revitalisasi sarana-prasarana berfungsi sebagai enabler bagi guru untuk 
menerapkan praktik pengajaran inovatif, termasuk pemanfaatan teknologi, 
pembelajaran berbasis proyek, dan asesmen formatif berbasis digital (Chen, 2021; 
Dede, 2017). Dengan kata lain, revitalisasi sarana-prasarana tidak hanya 
menargetkan kuantitas fisik, tetapi juga memperkuat tata kelola berbasis 
akuntabilitas, penggunaan data dalam pengambilan keputusan, serta koordinasi 
antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan (Ahmadi, 2021; 
Rosser, 2020). 

Kesenjangan mutu antarwilayah yang teridentifikasi menunjukkan bahwa 
mayoritas sekolah dasar dan menengah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan 
terluar (3T), masih membutuhkan peningkatan kualitas ruang kelas, laboratorium, 
perpustakaan, fasilitas sanitasi, dan akses internet (Bappenas, 2023; Suripto, 2021). 
Dalam konteks ini, program revitalisasi berfungsi sebagai instrumen strategis untuk 
memperkuat fondasi fisik yang mendukung transformasi kualitas proses 
pembelajaran. Pendekatan holistik ini sejalan dengan temuan penelitian 
internasional yang menekankan bahwa kualitas infrastruktur sekolah berperan 
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signifikan dalam pencapaian hasil belajar, efektivitas guru, serta motivasi siswa 
(Hanushek, 2020; Lewin, 2017; OECD, 2020). 

Selain itu, revitalisasi sarana-prasarana merupakan bagian integral dari 
strategi pemerataan akses pendidikan berkualitas yang mengurangi disparitas 
antara wilayah urban dan rural. Implementasi kebijakan ini menuntut koordinasi 
lintas sektor, termasuk antara Kemendikbudristek, dinas pendidikan daerah, kepala 
sekolah, dan pemangku kepentingan masyarakat, untuk memastikan intervensi 
tepat sasaran, transparan, dan akuntabel (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021; 
UNICEF, 2020). Penguatan kapasitas manajerial sekolah melalui pelatihan 
perencanaan anggaran, pengelolaan aset, dan monitoring berbasis data menjadi 
elemen kunci agar revitalisasi berkelanjutan (Lestari, 2020; Leithwood, 2021). 

Selain aspek fisik dan manajerial, revitalisasi juga berperan dalam 
percepatan digitalisasi pendidikan, yang menjadi salah satu prioritas strategis 
Inpres 7/2025 (Kemendikbudristek, 2023; UNESCO, 2021). Penyediaan 
infrastruktur TIK, akses internet stabil, dan ruang belajar digital tidak hanya 
mendukung praktik pembelajaran berbasis teknologi, tetapi juga mempermudah 
tata kelola administrasi sekolah, seperti presensi digital, pengelolaan rapor, dan 
sistem manajemen berbasis data (Chen, 2021; World Bank, 2022). Digitalisasi ini 
memfasilitasi transparansi, akuntabilitas, dan integrasi informasi antara pusat, 
daerah, dan sekolah, sehingga kebijakan revitalisasi dapat dievaluasi secara real-
time. 

Dengan demikian, analisis kebijakan revitalisasi sarana-prasarana 
pendidikan tidak dapat dipisahkan dari dinamika tata kelola pendidikan, mekanisme 
pendanaan berbasis keadilan, prosedur implementasi teknis, dan sistem 
pengawasan berbasis kinerja. Program ini menjadi instrumen fundamental dalam 
meningkatkan mutu pendidikan nasional, memperkuat kapabilitas satuan 
pendidikan, dan mengurangi kesenjangan kualitas antarwilayah. Pendahuluan ini 
menegaskan urgensi penelitian dan analisis kebijakan revitalisasi, yang bertujuan 
memberikan rekomendasi strategis bagi optimalisasi pelaksanaan Inpres 7/2025 
dalam konteks pendidikan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif 
terhadap tantangan abad ke-21. 
 
Kerangka Kebijakan Revitalisasi Satuan Pendidikan dalam Inpres Nomor 7 
Tahun 2025 
Landasan Regulasi dan Orientasi Strategis Kebijakan 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 pada hakikatnya merupakan 
instrumen regulatif eksekutif yang menetapkan arah prioritas nasional dalam 
mempercepat peningkatan mutu pendidikan melalui intervensi struktural pada 
sarana dan prasarana satuan pendidikan. Secara definisional, Instruksi Presiden 
(Inpres) adalah bentuk executive order yang memiliki kekuatan mengikat bagi 
kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah dalam kerangka percepatan 
pelaksanaan kebijakan prioritas. Dalam konteks ini, Inpres 7/2025 diletakkan 
sebagai kerangka koordinatif yang memastikan bahwa revitalisasi sarana 
pendidikan tidak lagi dipahami sebagai kegiatan teknis konstruktif semata, 
tetapi sebagai agenda strategis pembangunan manusia yang berorientasi pada 
peningkatan daya saing nasional. Dengan demikian, landasan normatif Inpres ini 
mempertegas bahwa penyediaan sarana pendidikan merupakan mandat 
konstitusional dalam pemenuhan hak atas pendidikan yang bermutu sebagaimana 
diatur dalam Pasal 31 UUD 1945 dan diperkuat oleh UU No. 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional. 
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Secara filosofis, Inpres 7/2025 memosisikan revitalisasi sarana dan 
prasarana sebagai pre-condition struktural yang harus dipenuhi untuk 
memastikan efektivitas implementasi kurikulum, optimalisasi proses pembelajaran, 
serta peningkatan kualitas input dan output pendidikan. Kebijakan ini menggeser 
paradigma lama yang cenderung memisahkan antara pembangunan fisik sekolah 
dan peningkatan kompetensi pedagogis, menuju pendekatan integratif di mana 
pemenuhan sarana dipandang sebagai bagian inheren dari transformasi ekosistem 
pembelajaran. Orientasi strategis tersebut sejalan dengan teori structural input 
theory dalam manajemen pendidikan, yang menekankan bahwa kualitas sarana dan 
prasarana merupakan variabel penentu dalam membentuk kapasitas institusional 
sekolah, terutama dalam menunjang efektivitas proses belajar, tingkat keterlibatan 
siswa, serta pencapaian standar kompetensi. 

Di samping itu, Inpres 7/2025 dirancang sebagai respons terhadap 
kegagalan pola pembangunan sarana pendidikan yang sebelumnya bersifat 
sporadis, terfragmentasi, dan tidak berbasis data. Selama dua dekade terakhir, 
berbagai studi menunjukkan bahwa ketimpangan kondisi fisik sekolah terutama di 
daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) menjadi salah satu determinan utama 
disparitas mutu pendidikan nasional. Oleh karena itu, Inpres ini menempatkan 
pemanfaatan data sebagai fondasi strategis melalui integrasi Education 
Management Information System (EMIS), Data Pokok Pendidikan (Dapodik), serta 
peta kebutuhan sarana, sehingga perencanaan pembangunan tidak lagi berbasis 
asumsi, tetapi berbasis evidence-driven policy formulation. 

Kerangka regulatif Inpres 7/2025 juga menegaskan model tata kelola 
kolaboratif (collaborative governance) antara pemerintah pusat, pemerintah 
daerah, Kementerian Pendidikan, Kementerian PUPR, Kemenkeu, dan lembaga 
pengawasan internal. Instruksi ini mengikat seluruh pemangku kepentingan dalam 
satu rantai tata kelola yang mencakup perencanaan, penganggaran, pengadaan, 
pembangunan, verifikasi teknis, pengawasan, hingga pelaporan berbasis kinerja 
(performance-based accountability). Pendekatan tata kelola seperti ini memperkuat 
prinsip whole-of-government, yakni koordinasi lintas lembaga untuk mencapai satu 
tujuan strategis, yaitu modernisasi sarana pendidikan yang memenuhi Standar 
Nasional Pendidikan (SNP). 

Selanjutnya, orientasi strategis Inpres 7/2025 memperjelas bahwa 
revitalisasi sarana pendidikan harus berkontribusi langsung terhadap 
transformasi digital pendidikan, tidak sekadar memperbaiki bangunan fisik. 
Dengan demikian, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung 
kesiapan digital sekolah, akses teknologi informasi, konektivitas internet yang 
stabil, ketersediaan perangkat pembelajaran digital, serta interoperabilitas sistem 
data pendidikan. Hal ini selaras dengan digital readiness framework UNESCO dan 
OECD yang menekankan bahwa investasi sarana pendidikan harus memungkinkan 
sekolah memasuki era pembelajaran berbasis teknologi, literasi digital, dan 
integrasi hybrid learning. 

Akhirnya, Inpres 7/2025 meneguhkan revitalisasi sarana pendidikan 
sebagai strategi pembangunan jangka panjang, bukan proyek jangka pendek 
yang hanya menghasilkan output fisik. Pembangunan sarana diarahkan untuk 
meningkatkan kapasitas struktural satuan pendidikan dalam menyediakan layanan 
pembelajaran yang aman, inklusif, adaptif, dan konsisten dengan Standar Nasional 
Pendidikan. Dengan demikian, Inpres ini tidak hanya memperbaiki kondisi sekolah, 
tetapi juga membangun pondasi transformasi sistemik yang memengaruhi mutu 
pembelajaran, pemerataan akses, dan daya saing pendidikan nasional secara 
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berkelanjutan. 
 
Revitalisasi sebagai Instrumen Transformasi Struktural 

Revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana diarahkan oleh 
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 merupakan instrumen transformasi 
sistemik yang berfungsi untuk membentuk kembali struktur ekosistem pendidikan 
nasional secara komprehensif. Revitalisasi tidak dapat dipahami sebagai kegiatan 
pembangunan fisik yang bersifat teknis atau prosedural, tetapi harus dimaknai 
sebagai proses rekayasa ulang terhadap keseluruhan komponen pendidikan yang 
saling berkaitan. Dalam konteks ini, revitalisasi menghadirkan perubahan 
paradigmatik, karena negara menggeser pendekatan pembangunan pendidikan dari 
orientasi minimalis yang hanya memenuhi kebutuhan ruang kelas dan fasilitas dasar 
menuju upaya penciptaan lingkungan belajar yang memfasilitasi kompetensi abad 
ke-21, termasuk literasi digital, kemampuan berpikir kritis, dan kecakapan 
teknologi. Transformasi tersebut menegaskan bahwa revitalisasi adalah upaya re-
engineering terhadap cara sekolah berfungsi, cara pembelajaran dijalankan, serta 
cara pengetahuan diproduksi dan didistribusikan dalam sistem pendidikan. 

Dalam perspektif teori pembangunan inklusif, revitalisasi berperan sebagai 
mekanisme koreksi terhadap distorsi struktural dalam pemerataan akses 
pendidikan. Ketimpangan infrastruktur antarwilayah, kualitas ruang belajar yang 
rendah, keterbatasan laboratorium dan fasilitas vokasi, lemahnya sanitasi, serta 
minimnya integrasi teknologi digital merupakan distorsi sistemik yang 
menghambat kualitas layanan pendidikan. Revitalisasi berfungsi menata ulang 
struktur tersebut dengan memperkuat kapasitas kelembagaan, memperbaiki 
manajemen aset, dan mendorong sistem pengambilan keputusan berbasis data. 
Reposisi fungsi sekolah sebagai organisasi pembelajar tidak akan tercapai tanpa 
fasilitas yang memungkinkan pembelajaran berlangsung secara efektif, aman, 
inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masa depan. Oleh karena itu, revitalisasi 
menjadi elemen kunci dalam menciptakan struktur pendidikan yang responsif 
terhadap tantangan demografis, sosial, ekonomi, dan teknologi. 

Dalam kerangka pendekatan ekosistem pendidikan, revitalisasi memegang 
peranan yang tidak terpisahkan dari pembaruan kurikulum, penguatan pedagogi, 
peningkatan kapasitas guru, reformasi tata kelola, serta penguatan budaya mutu. 
Fasilitas fisik yang diperbaiki hanya akan memiliki dampak signifikan apabila 
terhubung dengan strategi peningkatan kompetensi guru, perbaikan sistem 
asesmen, digitalisasi administrasi, dan kepemimpinan sekolah yang visioner. 
Revitalisasi menciptakan enabling environment yang memastikan bahwa setiap 
elemen pendidikan berfungsi secara sinergis. Dengan demikian, revitalisasi bukan 
hanya membangun ruang kelas yang layak, tetapi membangun ekosistem 
pembelajaran yang menempatkan sekolah sebagai pusat inovasi, kolaborasi, dan 
pertumbuhan kapasitas intelektual masyarakat. 

Dalam perspektif keadilan pendidikan, revitalisasi mencerminkan upaya 
negara menghadirkan keadilan distributif dan keadilan korektif melalui penyediaan 
fasilitas yang setara bagi seluruh peserta didik. Sekolah di wilayah terpinggirkan, 
daerah 3T, serta wilayah dengan karakteristik sosial ekonomi rendah menjadi 
prioritas agar kesenjangan mutu pendidikan dapat dikurangi secara bertahap. 
Revitalisasi dalam model afirmatif seperti ini mencerminkan kehadiran negara 
sebagai aktor yang tidak hanya menyediakan layanan pendidikan, tetapi juga 
memperbaiki struktur sosial yang menimbulkan ketimpangan kualitas pendidikan. 
Dengan demikian revitalisasi bukan hanya intervensi fisik, tetapi strategi 
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pemerataan kesempatan pendidikan yang terukur dan berkeadilan. 
Pada tingkat kelembagaan, revitalisasi menghasilkan transformasi tata 

kelola sekolah secara signifikan. Sekolah didorong untuk mengadopsi manajemen 
aset modern melalui sistem pencatatan digital, pemeliharaan preventif, dan deteksi 
dini kerusakan. Perencanaan dan penganggaran sekolah harus berbasis bukti yang 
diperoleh melalui asesmen kebutuhan sarana dan prasarana yang terukur dan 
terdokumentasi. Transparansi tata kelola semakin menjadi keharusan karena 
revitalisasi mengubah sekolah dari entitas administratif menjadi institusi publik 
yang dituntut menunjukkan akuntabilitas terhadap pemanfaatan fasilitas dan 
capaian pembelajaran. Di samping itu, digitalisasi administrasi sekolah yang 
diintegrasikan dengan sistem nasional menuntut kapasitas baru dalam pengelolaan 
data, perencanaan program, dan koordinasi kelembagaan. 

Secara psiko-sosial, revitalisasi memberi dampak luas terhadap 
kenyamanan belajar, motivasi, kesehatan mental, dan kualitas interaksi sosial siswa 
dan guru. Ruang yang terang, ventilasi yang baik, fasilitas sanitasi yang layak, 
tingkat kebisingan yang rendah, serta akses teknologi yang memadai berpengaruh 
pada peningkatan partisipasi belajar dan konsentrasi peserta didik. Lingkungan 
belajar yang berkualitas juga memperkuat identitas sekolah sebagai ruang yang 
aman dan inklusif, yang pada gilirannya membangun budaya sosial yang sehat. 
Revitalisasi dengan demikian memperkuat modal psikologis peserta didik yang 
menjadi fondasi penting dalam pengembangan karakter, etos kerja, disiplin diri, dan 
motivasi berprestasi. 

Dalam perspektif modal sosial, revitalisasi meningkatkan kepercayaan 
publik terhadap institusi pendidikan. Masyarakat akan lebih aktif berpartisipasi 
mendukung program sekolah ketika mereka melihat perubahan nyata pada kualitas 
fasilitas pendidikan. Kepercayaan publik ini memperkuat hubungan antara sekolah, 
orang tua, dan komunitas di sekitarnya, sehingga menghasilkan kolaborasi yang 
lebih kuat dalam mendukung kualitas pembelajaran. Revitalisasi dengan demikian 
tidak hanya memperbaiki bangunan fisik, tetapi membangun legitimasi sosial 
sekolah sebagai institusi yang layak dipercaya dan didukung masyarakat. 

Revitalisasi juga menjadi prasyarat utama transformasi digital pendidikan. 
Ruang kelas dan laboratorium yang diperbaiki harus secara struktural 
memungkinkan implementasi teknologi digital melalui penyediaan jaringan 
internet yang stabil, perangkat TIK, sistem manajemen pembelajaran, serta 
perangkat pendukung pembelajaran digital. Tanpa infrastruktur digital yang 
memadai, transformasi digital hanya menjadi retorika kebijakan yang tidak 
memiliki dampak substantif. Dengan demikian, revitalisasi menjadi pondasi 
material yang memungkinkan realisasi pembelajaran berbasis teknologi dan 
integrasi sekolah ke dalam arus transformasi digital nasional. 

Dalam konteks pendidikan vokasi, revitalisasi berfungsi sebagai jembatan 
strategis antara dunia pendidikan dan dunia industri. Laboratorium dan bengkel 
kerja yang dibangun ulang harus memenuhi standar industri agar peserta didik dapat 
mengembangkan kompetensi teknis yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 
Revitalisasi yang berbasis kebutuhan industri berkontribusi pada pengurangan 
ketidaksesuaian kompetensi lulusan (skill mismatch) dan meningkatkan daya saing 
tenaga kerja nasional. Dalam jangka panjang, revitalisasi fasilitas vokasi 
berkontribusi terhadap perkembangan industri nasional dan transformasi ekonomi 
menuju ekonomi berbasis pengetahuan. 

Secara makro, revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan 
investasi jangka panjang yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya 
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manusia, produktivitas ekonomi, dan daya saing negara. Negara-negara dengan 
infrastruktur pendidikan yang kuat cenderung memiliki tingkat inovasi yang lebih 
tinggi, kemampuan adaptasi yang lebih cepat terhadap perubahan teknologi, serta 
stabilitas ekonomi yang lebih kuat. Dengan demikian, revitalisasi tidak hanya 
berdampak pada sekolah sebagai entitas mikro, tetapi juga berkontribusi terhadap 
transformasi struktur ekonomi nasional dan kemampuan negara bersaing pada 
tataran global. 
 
Transformasi Ekosistem Pembelajaran melalui Revitalisasi Sarana dan 
Prasarana 

Transformasi ekosistem pembelajaran pada dasarnya merupakan proses 
perubahan menyeluruh yang mencakup dimensi fisik, pedagogis, digital, sosial, dan 
manajerial dalam satuan pendidikan. Revitalisasi sarana dan prasarana melalui 
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 menjadi entry point utama bagi perubahan 
tersebut karena kualitas lingkungan belajar telah terbukti secara empiris sebagai 
determinan signifikan dalam peningkatan mutu pendidikan. Dalam perspektif 
ecological systems theory, ruang belajar bukan sekadar wadah kegiatan 
pembelajaran, tetapi sebuah learning micro-environment yang membentuk 
perilaku, motivasi, interaksi, kualitas kognitif, dan perkembangan karakter peserta 
didik. Dengan demikian, intervensi pada infrastruktur sekolah dapat dipahami 
sebagai intervensi pada ekosistem yang memengaruhi seluruh agen pendidikan: 
siswa, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan komunitas. 

Secara fisik, revitalisasi ruang kelas menghadirkan perubahan fundamental 
pada kualitas kenyamanan, keamanan, dan fungsionalitas ruang belajar. Ruang 
kelas yang terang, berventilasi optimal, bebas kebisingan, memiliki tata letak 
ergonomis, serta dilengkapi dengan media pembelajaran modern akan 
meningkatkan learning attention span, menurunkan tingkat kelelahan, serta 
memperbaiki kualitas interaksi pedagogis. Penelitian kognitif menunjukkan bahwa 
paparan lingkungan belajar yang sehat dan estetis dapat meningkatkan kapasitas 
memori kerja, regulasi emosi, dan kemampuan pemecahan masalah siswa. Hal ini 
menunjukkan bahwa revitalisasi sarpras bukan sekadar memodernisasi bangunan, 
tetapi menciptakan kondisi biopsikologis yang kondusif bagi pertumbuhan 
intelektual peserta didik. 

Transformasi juga terjadi pada dimensi instructional practice. Infrastruktur 
pendidikan yang diperbarui memungkinkan guru mengimplementasikan 
pendekatan pedagogis kontemporer seperti project-based learning, problem-based 
learning, inquiry learning, serta pembelajaran kolaboratif. Laboratorium sains yang 
lengkap, ruang praktik keterampilan, studio seni, dan ruang proyek memperkaya 
learning modality siswa, sehingga kompetensi tidak hanya diperoleh melalui 
instruksi teoritis, tetapi melalui pengalaman autentik yang meningkatkan kapasitas 
eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, ruang 
yang fleksibel dan mendukung aktivitas kolaboratif menjadi elemen vital yang 
menjamin keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi. 

Dimensi digital menjadi sektor paling strategis dalam transformasi 
ekosistem pembelajaran. Revitalisasi sarpras yang mengintegrasikan perangkat 
digital seperti LCD interaktif, jaringan internet stabil, laboratorium komputer, 
platform pendidikan digital, dan perangkat pembelajaran berbasis teknologi 
menciptakan digital learning ecosystem yang memungkinkan penerapan hybrid 
learning, asesmen digital, pemanfaatan Learning Management System (LMS), serta 
analitik pembelajaran untuk memetakan kemampuan siswa. Transformasi digital 
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ini tidak hanya meningkatkan kualitas pedagogi, tetapi juga membangun literasi 
digital siswa, yang merupakan kompetensi abad ke-21 dan penentu daya saing 
global. Dengan infrastruktur digital yang memadai, sekolah dapat mengatasi 
tantangan disparitas kualitas guru melalui akses pada sumber belajar digital, kelas 
virtual, dan kolaborasi sekolah-sekolah berbeda. 

Pada aspek sosial dan budaya institusional, revitalisasi sarana dan prasarana 
menghasilkan perubahan signifikan pada school climate dan school connectedness. 
Sekolah yang bersih, modern, rapi, dan tertata baik menciptakan rasa aman serta 
meningkatkan kebanggaan warga sekolah. Hal tersebut memengaruhi persepsi 
siswa terhadap sekolah, meningkatkan partisipasi belajar, menekan angka bolos, 
dan meningkatkan rasa memiliki terhadap lingkungan belajar. Sementara itu, bagi 
guru, fasilitas yang memadai meningkatkan moral kerja, meminimalkan stres, dan 
memperluas kreativitas pedagogis. Budaya mutu (quality culture) diperkuat ketika 
sekolah memiliki infrastruktur yang layak untuk melaksanakan kegiatan akademik, 
manajerial, serta layanan penunjang secara optimal. 

Transformasi ekosistem pembelajaran juga menyentuh aspek manajerial 
dan tata kelola sekolah. Revitalisasi sarpras memungkinkan penguatan school 
management capacity melalui ketersediaan ruang administrasi, ruang rapat, fasilitas 
supervisi akademik, ruang pengembangan guru, serta sistem data yang lebih akurat. 
Dengan demikian, sekolah mampu melakukan perencanaan strategis, penganggaran 
berbasis kinerja, pengawasan mutu, dan pelaporan yang lebih akuntabel. 
Transformasi tata kelola ini merupakan bagian penting dari teori effective school, 
yang menekankan bahwa sekolah yang efektif memerlukan struktur manajemen 
yang stabil serta lingkungan fisik yang mendukung proses supervisi dan evaluasi 
berkelanjutan. 

Secara keseluruhan, transformasi ekosistem pembelajaran melalui 
revitalisasi sarana-prasarana menunjukkan bahwa kualitas fisik sekolah bukan 
sekadar variabel pendukung, tetapi bagian dari core system yang menentukan 
efektivitas proses pendidikan. Infrastruktur yang modern menciptakan lingkungan 
yang memungkinkan pedagogi inovatif, meningkatkan kesiapan digital, 
memperkuat tata kelola, membangun budaya mutu, serta meningkatkan kualitas 
interaksi antar-agen pendidikan. Transformasi ini berdampak langsung pada 
peningkatan hasil belajar, penguatan karakter, percepatan pemerataan mutu, serta 
peningkatan resiliensi sistem pendidikan nasional. 
 
Keterkaitan Revitalisasi Sarana dan Prasarana dengan Standar Nasional 
Pendidikan (SNP) 

Dalam kerangka regulasi pendidikan Indonesia, Standar Nasional 
Pendidikan (SNP) berfungsi sebagai parameter normatif yang menentukan 
kualitas minimal layanan pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan 
pendidikan. SNP memuat delapan standar: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) 
standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) 
standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan 
(8) standar penilaian. Revitalisasi sarana dan prasarana melalui Inpres 7/2025 
memiliki keterkaitan struktural dan fungsional dengan keseluruhan standar 
tersebut, sekalipun secara eksplisit sektor yang disentuh adalah standar sarana dan 
prasarana. Secara akademik, revitalisasi sarpras dapat dipandang sebagai leverage 
point dalam teori sistem pendidikan, yaitu elemen struktural yang memiliki 
kemampuan memengaruhi perubahan pada standar lainnya melalui hubungan 
interdependen di dalam sistem pendidikan nasional. 
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Pertama, revitalisasi sarana dan prasarana memperkuat pemenuhan standar 
isi dan standar proses dengan menyediakan lingkungan fisik yang memadai untuk 
mengimplementasikan kurikulum secara optimal. Kurikulum Merdeka menuntut 
fleksibilitas ruang, akses teknologi, dan dukungan fasilitas pembelajaran berbasis 
projek, eksperimen, eksplorasi, dan kolaborasi. Tanpa ruang yang layak, 
laboratorium yang memadai, dan infrastruktur digital yang stabil, standar proses 
tidak dapat diimplementasikan sesuai karakteristik kurikulum. Dengan demikian, 
revitalisasi sarpras berperan sebagai prasyarat implementatif bagi penyampaian 
kurikulum yang menuntut pengalaman belajar bermakna, diferensiasi 
pembelajaran, serta integrasi teknologi pendidikan dalam setiap mata pelajaran. 

Kedua, keterkaitan revitalisasi dengan standar kompetensi lulusan (SKL) 
bersifat langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, fasilitas fisik seperti 
laboratorium, perpustakaan modern, ruang praktik keterampilan, dan fasilitas 
olahraga memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar autentik 
yang memperkuat kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Secara tidak 
langsung, lingkungan belajar yang aman, sehat, dan mendukung meningkatkan 
motivasi intrinsik, menurunkan hambatan psikologis, dan memperkuat kapasitas 
belajar jangka panjang, yang kesemuanya merupakan determinan keberhasilan 
peserta didik mencapai SKL. Intervensi struktural pada sarpras memperbaiki 
kualitas learning exposure dan learning engagement, yang pada gilirannya 
meningkatkan capaian pembelajaran. 

Ketiga, revitalisasi sarana dan prasarana memiliki pengaruh signifikan 
terhadap standar pendidik dan tenaga kependidikan. Ketersediaan ruang guru, 
ruang pelatihan, ruang kolaborasi, dan fasilitas pengembangan profesional berbasis 
teknologi memberikan dukungan struktural bagi peningkatan kapasitas guru. Guru 
yang bekerja di lingkungan yang kondusif lebih mampu merencanakan 
pembelajaran, memanfaatkan teknologi, melaksanakan asesmen autentik, dan 
berkolaborasi dalam komunitas belajar. Dalam perspektif teacher efficacy theory, 
fasilitas yang memadai meningkatkan efikasi guru, yang terbukti sebagai prediktor 
utama kualitas pedagogi dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, revitalisasi sarpras 
turut berkontribusi terhadap peningkatan profesionalisme guru dan kualitas layanan 
pendidikan. 

Keempat, revitalisasi sarana dan prasarana berhubungan erat dengan 
standar pengelolaan sekolah, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan, pengorganisasian, serta pelaporan kegiatan pendidikan. Infrastruktur 
yang memadai— seperti ruang administrasi, ruang rapat, pusat data sekolah, serta 
perangkat digital manajemen—memungkinkan pelaksanaan prinsip manajemen 
berbasis sekolah (MBS) secara efektif. Revitalisasi sarpras meningkatkan kapasitas 
kelembagaan sekolah dalam menerapkan tata kelola berbasis data (data-driven 
governance), tata kelola berbasis bukti (evidence-based management), serta 
akuntabilitas kinerja. Peningkatan mutu sarpras juga memperkuat sistem supervisi 
akademik dan non-akademik melalui penyediaan fasilitas yang memadai untuk 
observasi kelas, diskusi perbaikan pengajaran, dan evaluasi program sekolah. 

Kelima, revitalisasi sarpras berperan sebagai katalis pemenuhan standar 
pembiayaan melalui penataan mekanisme alokasi anggaran yang lebih terukur, 
efisien, dan akuntabel. Inpres 7/2025 menginstruksikan integrasi data kondisi 
sarpras dengan sistem penganggaran, sehingga alokasi dana pembangunan fasilitas 
tidak lagi bersifat ad hoc, melainkan berdasarkan kebutuhan objektif. Dengan 
demikian, revitalisasi sarpras secara tidak langsung memperbaiki kualitas 
perencanaan anggaran pendidikan, memperkuat akuntabilitas belanja modal 
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sekolah, serta meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya pemerintah. 
Keenam, transformasi sarpras melalui Inpres ini memperkuat pemenuhan 

standar penilaian pendidikan, terutama dalam konteks asesmen digital dan 
asesmen berbasis projek yang membutuhkan perangkat teknologi, ruang 
kolaboratif, dan fasilitas autentik. Tanpa infrastruktur digital, asesmen nasional, 
asesmen kelas, serta penilaian formatif berbasis teknologi tidak dapat dilaksanakan 
secara optimal. Revitalisasi sarpras merupakan intervensi yang menciptakan 
enabling environment bagi modernisasi sistem asesmen dan pemantauan capaian 
belajar siswa. 

Oleh karena itu, keterkaitan revitalisasi sarana dan prasarana dengan SNP 
memperlihatkan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan bukanlah kebijakan 
yang berdiri sendiri, melainkan suatu keputusan struktural yang memengaruhi 
seluruh dimensi mutu pendidikan. Revitalisasi sarpras berfungsi sebagai fondasi 
fisik, digital, dan manajerial yang memungkinkan standar nasional pendidikan 
diwujudkan secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan pemenuhan standar 
sarana-prasarana yang memadai, satuan pendidikan memiliki kapasitas institusional 
untuk mengembangkan program pembelajaran yang memenuhi regulasi, 
memperkuat kualitas pembelajaran, dan meningkatkan hasil belajar siswa. 
 
Implementasi Program Revitalisasi di Satuan Pendidikan 
Mekanisme Penetapan Sasaran dan Prioritas Revitalisasi 

Implementasi program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan 
sebagaimana diarahkan oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 menuntut 
mekanisme penetapan sasaran yang bersifat sistematis, berbasis data, dan 
menggunakan pendekatan prioritisasi yang objektif agar intervensi pembangunan 
benar-benar menjawab kebutuhan paling mendesak dari satuan pendidikan. Proses 
penetapan prioritas ini tidak dapat dilakukan secara intuitif ataupun berdasarkan 
pertimbangan administratif semata; ia memerlukan needs assessment yang 
komprehensif dan terukur, melibatkan indikator kerusakan bangunan, kapasitas 
ruang belajar, tingkat keterpakaian ruang, rasio guru-siswa, data sanitasi, kelayakan 
laboratorium, kondisi sarana vokasi, dan kesiapan infrastruktur digital. Seluruh data 
tersebut dihimpun melalui sistem pendataan resmi pemerintah seperti Dapodik, 
hasil monitoring fisik, serta asesmen kelayakan teknis yang dilakukan oleh tim 
profesional di tingkat pusat maupun daerah. 

Instruksi Presiden 7/2025 secara eksplisit menegaskan bahwa penetapan 
sasaran revitalisasi tidak boleh dilakukan secara sporadis atau berdasarkan persepsi 
kebutuhan yang tidak didukung oleh bukti empiris, melainkan harus sepenuhnya 
selaras dengan hasil analisis kebutuhan di tingkat sekolah. Pendekatan ini 
memastikan bahwa setiap sekolah tidak hanya memperoleh fasilitas baru, tetapi 
memperoleh fasilitas yang secara langsung mengatasi hambatan proses 
pembelajaran. Hambatan tersebut mencakup kekurangan ruang belajar yang 
menyebabkan pembelajaran bergilir, laboratorium yang tidak layak sehingga 
menghambat pembelajaran IPA dan keterampilan vokasi, sanitasi yang buruk yang 
berdampak pada kesehatan dan partisipasi siswa, serta keterbatasan jaringan 
internet yang menghambat transformasi digital pembelajaran. Dengan demikian, 
proses prioritisasi tidak berorientasi pada pemerataan pembangunan secara merata, 
tetapi pada pemerataan pembangunan secara berkeadilan, yakni memberikan porsi 
intervensi yang lebih besar kepada sekolah-sekolah yang memiliki kebutuhan 
paling kritis. 

Mekanisme penetapan sasaran revitalisasi juga dipengaruhi oleh hasil 
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Asesmen Nasional, terutama indikator mutu lingkungan belajar dan iklim 
keamanan sekolah. Data hasil Asesmen Nasional membantu pemerintah 
mengidentifikasi sekolah-sekolah yang memiliki permasalahan fundamental dalam 
proses pembelajaran, seperti rendahnya kualitas instruksional, minimnya literasi 
digital, dan lemahnya budaya mutu. Dalam konteks ini, revitalisasi tidak dipandang 
sebagai program infrastruktur semata, tetapi sebagai strategi memperkuat 
ekosistem pembelajaran berdasarkan bukti empiris tentang kondisi objektif 
sekolah. Dengan demikian, revitalisasi berfungsi sebagai respons kebijakan yang 
berorientasi pada perbaikan input struktural yang berkaitan langsung dengan 
capaian belajar. 

Proses prioritisasi juga memerlukan koordinasi lintas tingkat pemerintahan, 
karena pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota 
memiliki kewenangan berbeda dalam pendidikan. Pada tingkat kelembagaan, 
penetapan prioritas revitalisasi mencerminkan penerapan multi-level governance, 
di mana pemerintah pusat menyediakan kerangka regulasi, pembiayaan, dan sistem 
pendataan, sementara pemerintah daerah menyediakan informasi kontekstual, 
validasi kebutuhan, dan pengawasan implementasi. Mekanisme koordinasi ini 
memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan tidak hanya valid secara 
administratif, tetapi juga relevan terhadap kondisi objektif di lapangan. 

Lebih jauh, penetapan sasaran revitalisasi memerlukan penerapan prinsip 
transparansi dan akuntabilitas melalui publikasi data sekolah sasaran, kondisi 
eksisting bangunan, serta alasan evaluatif atas prioritas yang diberikan. 
Transparansi ini penting untuk mencegah bias politik, konflik kepentingan, dan 
ketidaksesuaian antara kebutuhan nyata sekolah dan keputusan alokasi anggaran. 
Transparansi juga berperan dalam membangun kepercayaan publik bahwa program 
revitalisasi dilaksanakan secara berintegritas dan berbasis pada data yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Dalam perspektif tata kelola publik, transparansi dalam 
penetapan sasaran revitalisasi merupakan bentuk penerapan prinsip open 
government, yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam memonitor dan 
mengawal pelaksanaan program. 

Secara keseluruhan, mekanisme penetapan sasaran dan prioritas revitalisasi 
merupakan fondasi utama keberhasilan program revitalisasi itu sendiri. Keputusan 
yang tidak berbasis data berpotensi menghasilkan infrastruktur yang tidak relevan 
dengan kebutuhan pembelajaran, memboroskan anggaran negara, serta 
menghambat terwujudnya pemerataan mutu pendidikan. Sebaliknya, mekanisme 
penetapan prioritas yang berbasis bukti, responsif terhadap kondisi lapangan, dan 
dikelola dengan tata kelola yang baik akan menciptakan fondasi kuat bagi 
peningkatan mutu pendidikan nasional secara sistemik dan berkelanjutan. 
 
Proses Penganggaran dan Alokasi Dana Berbasis Keadilan 

Proses penganggaran dalam konteks revitalisasi pendidikan yang 
diamanatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) 7/2025 tidak dapat dipahami 
hanya sebagai mekanisme administratif yang bersifat rutin, melainkan sebagai 
instrumen transformasi struktural yang menentukan distribusi peluang pendidikan 
secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Dalam paradigma ekonomi pendidikan, 
anggaran bukan sekadar angka, tetapi alat rekayasa sosial yang berfungsi 
mengoreksi ketimpangan historis antardaerah. Oleh karena itu, perumusan dan 
implementasi penganggaran dalam kebijakan ini dirancang menggunakan prinsip 
justice-based allocation, yaitu model alokasi yang menempatkan keadilan bukan 
kesetaraan nominal sebagai fondasi pembagian sumber daya. Pendekatan ini sejalan 



Revitalisasi Satuan Pendidikan … | 

52 | Alasma | Jurnal Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah 

dengan teori fiscal equalization, di mana daerah dengan kapasitas fiskal rendah 
mendapatkan porsi dukungan yang lebih besar untuk menjamin kesetaraan hasil 
(equal outcome), bukan sekadar kesetaraan input. 

Salah satu problem laten dalam kebijakan pendidikan Indonesia adalah 
kecenderungan distribusi anggaran yang bias terhadap daerah dengan kapasitas 
fiskal kuat, infrastruktur administratif solid, dan kemampuan serapan anggaran 
tinggi. Akibatnya, pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) 
mengalami cumulative neglect ketertinggalan yang terakumulasi karena minimnya 
intervensi fiskal yang memadai dalam jangka panjang. Inpres 7/2025 hadir sebagai 
korektif strategis dengan memperkenalkan skema afirmatif dalam pendanaan 
melalui Transfer ke Daerah (TKD), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan 
Dana Dekonsentrasi. Pendekatan afirmatif ini bertujuan menghindarkan 
paradigma one size fits all dan menggantikannya dengan formula berbasis 
kebutuhan spesifik daerah, tingkat kemahalan konstruksi, ketersediaan SDM 
pendidikan, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat. Dengan demikian, 
kebijakan ini menciptakan kerangka fiscal justice yang lebih substansial, di mana 
daerah dengan hambatan struktural memperoleh prioritas yang proporsional. 

Lebih jauh, revitalisasi pendidikan berbasis penganggaran keadilan tidak 
berhenti pada alokasi dana semata, tetapi memperkuat mekanisme penganggaran 
berbasis kinerja (performance-based budgeting). Model ini menuntut 
pemerintah daerah tidak hanya menunjukkan kemampuan menyerap anggaran, 
tetapi juga pencapaian indikator kinerja kunci seperti peningkatan angka partisipasi 
sekolah, penurunan disparitas mutu antarwilayah, peningkatan kompetensi guru, 
dan pengurangan angka putus sekolah. Secara teoretis, pendekatan ini menggeser 
fokus dari spending orientation menuju outcome orientation, yang menegaskan 
bahwa anggaran pendidikan adalah investasi produktif yang harus menghasilkan 
perubahan terukur. Penerapan model penganggaran ini juga menjadi mekanisme 
mitigasi terhadap potensi inefisiensi dan budget leakages, sebuah tantangan klasik 
dalam tata kelola pendidikan nasional. 

Di sisi lain, penganggaran berbasis keadilan di bawah Inpres 7/2025 
mengandaikan adanya integrasi antara perencanaan nasional (RKP dan Renstra 
Kemendikbudristek) dengan perencanaan daerah (RKPD dan Renstra Dinas 
Pendidikan), sehingga tercipta policy coherence antara level pusat dan daerah. 
Koherensi ini penting karena selama ini disharmoni kebijakan sering menyebabkan 
mismatch antara kebutuhan lapangan dan prioritas belanja nasional. Dengan sistem 
yang lebih terintegrasi, pemerintah pusat dapat mengarahkan daerah untuk 
memprioritaskan program revitalisasi seperti penataan satuan pendidikan, 
penguatan sarana-prasarana, peningkatan kompetensi guru, dan dukungan 
pembelajaran digital. Integrasi ini juga memperkuat value chain kebijakan 
pendidikan: dari pendanaan, implementasi program, pengawasan, hingga evaluasi 
dampak. 

Secara filosofis, proses penganggaran berbasis keadilan dalam revitalisasi 
pendidikan menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab moral dan 
konstitusional untuk menjamin hak pendidikan warga negara tanpa diskriminasi 
geografis. Prinsip ini sejalan dengan amanat Pasal 31 UUD 1945 dan gagasan 
distributive justice dari John Rawls, yang menyatakan bahwa kebijakan publik 
harus memberikan manfaat terbesar kepada kelompok yang paling kurang 
beruntung. Dengan demikian, Inpres 7/2025 bukan hanya dokumen kebijakan 
administratif, tetapi representasi komitmen negara terhadap misi peradaban: 
memastikan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia tidak ditentukan oleh 
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koordinat geografis atau jarak dari pusat pemerintahan. 
 
Tata Kelola Pelaksanaan dan Standarisasi Teknis 

Tata kelola pelaksanaan dalam revitalisasi pendidikan sebagaimana 
diarahkan oleh Inpres 7/2025 merupakan elemen fundamental yang menentukan 
keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan. Pada tataran konseptual, tata 
kelola pelaksanaan menuntut adanya integrasi antara standarisasi teknis, 
koordinasi kelembagaan, dan mekanisme supervisi berjenjang yang secara 
simultan memastikan mutu hasil pembangunan sarana pendidikan. Dalam kerangka 
governance of education infrastructure, standarisasi teknis tidak hanya berfungsi 
sebagai acuan desain fisik, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol kualitas yang 
menjembatani perbedaan kapasitas teknis antarwilayah serta mengurangi risiko 
terjadinya structural disparity dalam fasilitas pendidikan. Standar teknis ini 
menuntut konsistensi nasional tanpa mengabaikan adaptasi terhadap kondisi 
geografis, sosial, dan budaya lokal. 

Standarisasi teknis pembangunan sarana pendidikan mencakup dimensi 
spesifikasi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang guru, fasilitas sanitasi, 
dan ruang khusus seperti inclusive room bagi peserta didik berkebutuhan khusus. 
Parameter-parameter ini disusun berdasarkan prinsip keamanan (safety), 
aksesibilitas (accessibility), ergonomi, ketahanan struktural, dan 
keberlanjutan lingkungan (environmental sustainability). Misalnya, desain 
ruang kelas harus memenuhi standar pencahayaan alami, ventilasi, kekuatan 
struktur, rasio luas per siswa, serta penggunaan material bangunan yang ramah 
lingkungan. Laboratorium diwajibkan memiliki sistem keamanan standar (misalnya 
emergency wash, sistem exhaust), sementara perpustakaan harus memenuhi rasio 
luas dan kapasitas sesuai jumlah peserta didik serta aksesibilitas untuk anak 
disabilitas. Fasilitas sanitasi harus dirancang berdasarkan proporsi gender, sanitasi 
bersih, ketersediaan air, dan desain yang inklusif. Standar ini mencerminkan 
pergeseran paradigma dari pembangunan infrastruktur sebagai aktivitas konstruksi 
biasa menuju pendekatan holistik yang memandang infrastruktur sebagai 
komponen integral dari ekosistem pembelajaran. 

Pemerintah pusat menyediakan pedoman teknis nasional sebagai acuan 
baku yang mengatur seluruh aspek konstruksi dan utilitas sarana pendidikan. 
Pedoman ini memuat standar minimum (minimum service standard) sekaligus 
rekomendasi teknis lanjutan yang mendukung implementasi pembangunan yang 
adaptif. Kehadiran pedoman teknis bukan sekadar formalitas administratif, tetapi 
sebagai strategi memastikan bahwa kualitas pembangunan tidak bergantung pada 
kapasitas teknis pemerintah daerah atau kontraktor. Dalam konteks kebijakan 
pendidikan, pedoman teknis berfungsi sebagai policy equalizer yang mereduksi 
potensi disparitas kualitas bangunan antarwilayah. Dengan demikian, anak-anak 
yang bersekolah di daerah 3T memiliki kesempatan belajar dalam fasilitas yang 
tidak kalah standar dibandingkan dengan sekolah yang berada di kota besar. 

Tata kelola pelaksanaan di tingkat operasional menuntut koordinasi intensif 
antara kepala sekolah, dinas pendidikan, dan kontraktor pelaksana, di mana 
masing-masing aktor memiliki peran yang saling melengkapi. Kepala sekolah 
bertindak sebagai pemangku kepentingan utama yang memahami kebutuhan riil 
satuan pendidikan mulai dari jumlah ruang kelas yang diperlukan, kondisi 
bangunan eksisting, hingga kebutuhan khusus pembelajaran. Dinas pendidikan 
berperan dalam proses verification and validation kebutuhan, penganggaran, serta 
pengawasan administratif. Sementara kontraktor pelaksana berperan dalam 
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implementasi konstruksi sesuai standar teknis dan jadwal pelaksanaan. Interaksi 
antara ketiga aktor ini membentuk rantai tata kelola (governance chain) yang 
menentukan kualitas akhir proyek. 

Dalam praktiknya, tantangan muncul ketika koordinasi kelembagaan tidak 
berjalan optimal, sehingga terjadi bottleneck dalam pelaksanaan. Misalnya, 
ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis yang diajukan kepala sekolah dengan 
rancangan pelaksanaan konstruksi, atau keterlambatan distribusi anggaran yang 
berdampak pada penundaan proyek. Oleh karena itu, Inpres 7/2025 mendorong 
diperkuatnya mekanisme koordinasi berbasis multi-stakeholder engagement, 
termasuk pelibatan pengawas sekolah, komite sekolah, dan pemerintah daerah 
sebagai bagian dari sistem pengawasan partisipatif. Kehadiran mekanisme ini tidak 
hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memastikan bahwa proses 
pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan satuan pendidikan. 

Tata kelola pelaksanaan revitalisasi pendidikan juga menekankan prinsip 
tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya. Ketepatan waktu mengacu pada 
penyelesaian proyek sesuai jadwal agar bangunan dapat segera dimanfaatkan. 
Ketepatan mutu berarti hasil konstruksi memenuhi seluruh standar teknis yang 
ditetapkan, termasuk ketahanan bangunan untuk jangka panjang, terutama bagi 
wilayah rawan bencana. Ketepatan biaya mengacu pada efisiensi penggunaan 
anggaran tanpa mengorbankan kualitas, sekaligus meminimalkan potensi 
penyimpangan anggaran. Dalam kerangka ekonomi publik, ketiga prinsip ini 
merupakan indikator efektivitas pelaksanaan yang menjadi dasar evaluasi kinerja 
daerah. 

Secara lebih luas, tata kelola pelaksanaan dan standarisasi teknis berperan 
strategis dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, 
dan berkelanjutan. Standar teknis yang baik akan menciptakan ruang belajar yang 
kondusif sehingga secara tidak langsung meningkatkan hasil belajar peserta didik. 
Tata kelola pelaksanaan yang solid menjamin bahwa investasi negara dalam 
pendidikan memberikan hasil optimal. Dengan demikian, aspek ini bukan hanya 
komponen teknokratik kebijakan, tetapi fondasi bagi pencapaian tujuan jangka 
panjang revitalisasi pendidikan nasional. 
 
Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi Berbasis Kinerja 

Pengawasan, monitoring, dan evaluasi berbasis kinerja dalam implementasi 
revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan pilar fundamental yang 
memastikan bahwa investasi negara pada satuan pendidikan menghasilkan keluaran 
dan dampak yang terukur. Dalam konteks Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025, 
mekanisme pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol administratif, 
tetapi sebagai instrumen untuk menilai efektivitas kebijakan, mengidentifikasi 
distorsi pelaksanaan, serta memperkuat akuntabilitas publik. Pendekatan ini sejalan 
dengan paradigma performance-based governance, di mana keberhasilan suatu 
program dinilai berdasarkan indikator kinerja yang bersifat objektif, sistematis, dan 
berbasis data. Dengan demikian, monitoring dan evaluasi tidak lagi dipahami 
sebagai aktivitas pelaporan, melainkan sebagai proses intelektual dan analitis yang 
memfasilitasi siklus pembelajaran kebijakan (policy learning). 

Secara konseptual, pengawasan dalam revitalisasi pendidikan memiliki tiga 
dimensi utama: pengawasan internal, pengawasan eksternal, dan pengawasan 
berbasis partisipasi publik. Pengawasan internal dilakukan oleh pemerintah pusat 
melalui unit-unit teknis Kementerian Pendidikan, Kementerian PUPR, dan 
Inspektorat Jenderal, yang berperan memastikan konsistensi antara perencanaan, 
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alokasi anggaran, dan pelaksanaan fisik di lapangan. Pengawasan eksternal 
melibatkan BPK, BPKP, dan lembaga independen yang menilai integritas 
penggunaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Sementara itu, pengawasan 
berbasis partisipasi publik diwujudkan melalui pelibatan komite sekolah, 
masyarakat lokal, dan media untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi 
potensi moral hazard selama pelaksanaan proyek. Ketiga dimensi pengawasan ini 
menciptakan struktur kontrol yang saling mengisi, sehingga kualitas pelaksanaan 
proyek dapat dipantau dari berbagai perspektif. 

Monitoring dalam program revitalisasi diarahkan pada pengumpulan data 
real-time mengenai kemajuan fisik pembangunan, serapan anggaran, kualitas 
konstruksi, dan keberfungsian sarana setelah pembangunan selesai. Sistem 
monitoring berbasis teknologi diperkuat melalui platform digital seperti SIPLah, 
ARKAS, serta dashboard percepatan pembangunan yang memungkinkan 
pemerintah pusat memantau ribuan proyek secara simultan. Pendekatan ini 
mencerminkan transformasi digital dalam birokrasi yang tidak hanya meningkatkan 
efisiensi, tetapi juga mengurangi kesenjangan informasi antara pusat dan daerah. 
Data yang dikumpulkan melalui monitoring menjadi dasar analisis kinerja untuk 
mendeteksi keterlambatan, potensi risiko, atau pelanggaran teknis. Dengan 
demikian, monitoring bukan hanya alat informasi, tetapi instrumen manajemen 
risiko yang memperkuat ketepatan pelaksanaan proyek. 

Evaluasi berbasis kinerja merupakan tahapan paling strategis karena 
berfungsi menilai relevansi, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan program 
revitalisasi. Evaluasi dilakukan pada tiga level: evaluasi proses, evaluasi output, 
dan evaluasi outcome. Evaluasi proses menilai kesesuaian pelaksanaan proyek 
dengan standar teknis, jadwal pengerjaan, dan mekanisme pengadaan. Evaluasi 
output menilai kondisi fisik hasil pembangunan, seperti jumlah ruang kelas yang 
dibangun, kualitas konstruksi, dan kelengkapan fasilitas. Evaluasi outcome menilai 
dampak pembangunan terhadap kualitas pembelajaran, seperti peningkatan indeks 
kenyamanan belajar, penurunan tingkat ketidakhadiran siswa, peningkatan nilai 
Asesmen Nasional, atau peningkatan akses anak usia sekolah. Evaluasi berbasis 
kinerja ini memungkinkan pemerintah memahami tidak hanya apakah 
pembangunan selesai, tetapi apakah pembangunan tersebut menghasilkan nilai 
tambah nyata bagi satuan pendidikan. 

Dalam konteks kebijakan publik, evaluasi juga berfungsi sebagai sarana 
policy feedback yang memberikan informasi retrospektif dan prospektif. Informasi 
ini digunakan untuk menyesuaikan kebijakan, memperbaiki kelemahan dalam 
implementasi, dan meningkatkan kualitas perencanaan di masa depan. Melalui 
pendekatan data-driven decision making, evaluasi dapat memberikan rekomendasi 
yang berbasis bukti mengenai alokasi anggaran, penentuan prioritas wilayah, atau 
reformasi prosedur pengadaan. Oleh karena itu, evaluasi berbasis kinerja menjadi 
jembatan antara pelaksanaan program dan perumusan kebijakan yang lebih efektif. 

Pengawasan dan evaluasi yang baik hanya dapat berjalan apabila didukung 
oleh sistem pelaporan yang transparan, sumber daya manusia yang kompeten, 
serta mekanisme sanksi dan insentif yang jelas. Transparansi pelaporan 
memungkinkan publik memantau penggunaan anggaran dan pelaksanaan fisik 
proyek, sehingga mendorong terciptanya tekanan sosial terhadap kinerja 
pemerintah daerah dan kontraktor. Kompetensi SDM diperlukan untuk membaca 
gambar teknis, memahami spesifikasi, dan menilai mutu konstruksi. Mekanisme 
sanksi dan insentif juga menjadi faktor penentu keberhasilan tata kelola. Kontraktor 
yang melanggar standar teknis harus dikenai penalti administratif maupun hukum, 



Revitalisasi Satuan Pendidikan … | 

56 | Alasma | Jurnal Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah 

sementara daerah yang mampu menyelesaikan program dengan kinerja tinggi dapat 
diberikan insentif berupa alokasi tambahan anggaran atau percepatan perencanaan 
proyek. 

Dalam perspektif yang lebih luas, pengawasan dan evaluasi berbasis kinerja 
turut mendorong perubahan budaya birokrasi dari orientasi administratif menuju 
orientasi kinerja. Birokrasi pendidikan yang sebelumnya cenderung prosedural kini 
diarahkan untuk lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Pendekatan ini 
menempatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai nilai inti dalam tata 
kelola revitalisasi. Dengan demikian, pengawasan dan evaluasi bukan hanya 
mekanisme kontrol, tetapi instrumen transformasi kelembagaan yang memperkuat 
tata kelola sektor pendidikan di Indonesia. 

Secara keseluruhan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi berbasis kinerja 
membentuk kerangka strategis yang memastikan bahwa revitalisasi sarana dan 
prasarana pendidikan tidak hanya menghasilkan bangunan fisik, tetapi menciptakan 
lingkungan belajar yang aman, berkualitas, inklusif, dan mendorong pencapaian 
hasil belajar yang lebih baik. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan 
revitalisasi tidak dapat diukur dari jumlah ruang kelas yang berdiri, melainkan dari 
kualitas perubahan yang terjadi pada proses pembelajaran dan outcome pendidikan. 
Dengan demikian, Inpres 7/2025 memposisikan pengawasan dan evaluasi sebagai 
komponen transformatif yang menjadi fondasi keberlanjutan kebijakan revitalisasi 
pendidikan nasional. 
 
Peran Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, dan Pemangku Kepentingan 
Lain 

Peran pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan 
lain dalam revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan mencerminkan konfigurasi 
tata kelola multilevel yang menjadi karakteristik utama sektor pendidikan di 
Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 menempatkan pemerintah 
daerah sebagai aktor strategis yang menjembatani kebijakan nasional dan 
implementasi di tingkat sekolah. Dalam kerangka desentralisasi pendidikan, 
pemerintah daerah memegang peran kunci dalam perencanaan kebutuhan 
infrastruktur, penganggaran daerah, koordinasi pelaksanaan revitalisasi, serta 
pengawasan berlapis terhadap kualitas pembangunan. Keterlibatan pemerintah 
daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi berfungsi sebagai lokus 
pengambilan keputusan yang menentukan relevansi dan efektivitas program 
revitalisasi. Dengan demikian, keberhasilan inpres ini sangat ditentukan oleh 
kapasitas manajerial pemerintah daerah, baik dari aspek kelembagaan, teknis, 
maupun politik anggaran. 

Pada level perencanaan, pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan 
pemetaan kebutuhan sarana pendidikan melalui mekanisme needs assessment yang 
akurat dan berbasis data. Proses ini melibatkan inventarisasi tingkat kerusakan 
bangunan, analisis rasio murid terhadap ruang kelas, ketersediaan laboratorium dan 
perpustakaan, kebutuhan sanitasi, serta kesiapan digital satuan pendidikan. Data 
tersebut kemudian disinkronkan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan 
Sistem Informasi Sarana Prasarana untuk menghasilkan perencanaan revitalisasi 
yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Ketepatan perencanaan daerah 
berpengaruh langsung terhadap alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun 
mekanisme pendanaan lainnya. Oleh karena itu, kemampuan pemerintah daerah 
untuk menghasilkan perencanaan berbasis data menjadi indikator strategis dalam 
memastikan bahwa revitalisasi benar-benar menjawab persoalan struktural 
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pendidikan di wilayahnya. 
Dalam pelaksanaan program, pemerintah daerah berperan sebagai 

fasilitator, pengendali, sekaligus execution manager yang memastikan bahwa 
seluruh proses konstruksi berjalan sesuai standar teknis dan jadwal yang ditetapkan. 
Koordinasi vertikal antara pemerintah daerah dan kementerian harus diikuti 
koordinasi horizontal antara dinas pendidikan, dinas PUPR daerah, unit layanan 
pengadaan, serta inspektorat daerah. Hal ini penting karena revitalisasi sarana 
pendidikan merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai disiplin keahlian, 
sehingga diperlukan kolaborasi teknis yang saling melengkapi. Pemerintah daerah 
juga bertanggung jawab terhadap transparansi proses pengadaan barang dan jasa 
serta memastikan bahwa kontraktor yang terlibat memiliki kapasitas profesional 
dan rekam jejak yang kredibel. Dengan demikian, peran pemerintah daerah bukan 
sekadar administrator, tetapi aktor yang bertanggung jawab menjaga integritas dan 
kualitas pelaksanaan revitalisasi. 

Satuan pendidikan memiliki kedudukan yang sama pentingnya, karena 
merekalah yang memahami kondisi riil, urgensi, dan kebutuhan masing-masing 
sekolah. Peran kepala sekolah dan tim manajemen sekolah meliputi identifikasi 
kebutuhan prioritas, penyusunan proposal revitalisasi, verifikasi kondisi sarana 
yang rusak, serta pelibatan pemangku kepentingan sekolah dalam proses 
perencanaan. Kepala sekolah sekaligus bertindak sebagai local governance actor 
yang memastikan bahwa hasil pembangunan benar-benar selaras dengan kebutuhan 
instruksional dan pedagogis. Setelah revitalisasi selesai, satuan pendidikan 
bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemeliharaan sarana, termasuk 
penyusunan SOP pemanfaatan fasilitas, perawatan rutin, dan pelaporan kondisi 
sarana. Dengan demikian, revitalisasi sarana tidak berhenti pada pembangunan 
fisik, tetapi berlanjut pada penguatan kapasitas sekolah untuk menjaga 
keberlanjutan infrastruktur pendidikan. 

Pemangku kepentingan lain, seperti komite sekolah, masyarakat, organisasi 
masyarakat sipil, dan sektor swasta, juga memainkan peran signifikan dalam 
mendukung keberhasilan revitalisasi. Komite sekolah berfungsi sebagai wahana 
partisipasi publik yang memastikan adanya kontrol sosial terhadap proses 
pelaksanaan pembangunan. Di beberapa daerah, komite sekolah berperan aktif 
dalam memonitor kualitas bangunan, mengawasi penggunaan anggaran, bahkan 
melakukan advokasi terhadap pemerintah daerah apabila terjadi ketidaksesuaian 
antara kebutuhan sekolah dan hasil pembangunan. Peran masyarakat juga penting 
dalam menciptakan rasa memiliki terhadap fasilitas pendidikan, sehingga dapat 
meningkatkan komitmen kolektif terhadap pemeliharaan sarana yang telah 
dibangun. 

Sektor swasta dan dunia usaha dapat berkontribusi melalui program CSR, 
penyediaan peralatan teknologi, pelatihan teknis, atau dukungan pendanaan untuk 
sekolah-sekolah yang tidak masuk dalam prioritas revitalisasi pemerintah. 
Keterlibatan sektor swasta dalam pendidikan bukan hanya bentuk kemitraan 
filantropis, tetapi kontribusi strategis yang melengkapi kapasitas negara dalam 
menghadapi keterbatasan anggaran dan sumber daya. Dalam perspektif public-
private partnership, sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dapat menciptakan 
inovasi dalam desain infrastruktur pendidikan, penyediaan teknologi pembelajaran, 
serta penguatan kapasitas manajemen sekolah. 

Pada tataran makro, peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan 
lain sangat menentukan ketepatan arah program revitalisasi. Namun secara mikro, 
keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kinerja satuan pendidikan dalam 
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memanfaatkan fasilitas baru tersebut. Fasilitas fisik yang berkualitas tidak akan 
menghasilkan peningkatan hasil belajar apabila tidak diikuti oleh penguatan aspek 
nonfisik, seperti kompetensi guru, budaya literasi, manajemen sekolah, serta 
praktik pengajaran. Oleh karena itu, revitalisasi sarana pendidikan harus dipahami 
sebagai bagian dari ekosistem yang lebih luas dalam peningkatan kualitas 
pendidikan. Peran berbagai aktor dalam ekosistem ini saling melengkapi dan tidak 
dapat dipisahkan. 

Secara keseluruhan, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 menegaskan 
bahwa revitalisasi sarana pendidikan bukanlah kebijakan yang dapat 
dioperasionalkan secara sentralistik. Kebijakan ini mengandalkan kerja kolektif 
antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, komunitas lokal, 
dan sektor swasta dalam sebuah struktur tata kelola yang kolaboratif. Keberhasilan 
program revitalisasi bergantung pada seberapa kuat koordinasi antaraktor, seberapa 
akurat data perencanaan, seberapa transparan pelaksanaan, dan seberapa kuat 
komitmen pemangku kepentingan untuk menjaga keberlanjutan sarana yang telah 
dibangun. Dengan demikian, revitalisasi pendidikan bukan hanya proyek 
konstruksi, tetapi agenda reformasi tata kelola pendidikan nasional yang 
bergantung pada sinergi berbagai aktor. 
 
Dampak Revitalisasi terhadap Mutu Pendidikan Nasional 
Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Hasil Belajar 

Revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan melalui Instruksi Presiden 
Nomor 7 Tahun 2025 memiliki implikasi langsung terhadap peningkatan kualitas 
pembelajaran dan hasil belajar, karena infrastruktur fisik merupakan salah satu 
determinan utama performa sistem pendidikan. Penelitian-penelitian internasional 
yang dilakukan UNESCO, OECD, dan World Bank secara konsisten menunjukkan 
bahwa kualitas ruang belajar, ventilasi, pencahayaan, akustik, dan ketersediaan 
fasilitas pembelajaran memiliki korelasi positif dengan motivasi belajar siswa, 
tingkat konsentrasi, serta kemampuan kognitif. Dalam konteks Indonesia, 
revitalisasi ruang kelas, laboratorium IPA, ruang komputer, perpustakaan, serta 
fasilitas sanitasi tidak hanya memperbaiki kenyamanan belajar, tetapi mengubah 
secara struktural lingkungan pedagogis yang memengaruhi cara guru mengajar dan 
cara siswa memproses informasi. Dengan demikian, pembangunan fisik tidak dapat 
dipahami sebagai intervensi teknis semata, tetapi sebagai instrumen transformasi 
instruksional yang memengaruhi kualitas proses pembelajaran dan capaian 
kompetensi dasar. 

Secara pedagogis, ruang kelas yang lebih layak memungkinkan guru 
menerapkan metode pembelajaran aktif (active learning), pembelajaran berbasis 
proyek (project-based learning), pembelajaran kolaboratif, serta pendekatan 
diferensiasi yang menjadi karakteristik kurikulum modern. Ruang kelas yang tidak 
padat, kursi yang ergonomis, tata ruang fleksibel, serta fasilitas penunjang seperti 
LCD, komputer, atau smartboard mendorong interaksi lebih intensif antara guru 
dan siswa. Interaksi yang lebih kaya ini memfasilitasi higher-order thinking skills 
seperti analisis, sintesis, dan evaluasi, yang sebelumnya sulit dicapai apabila ruang 
kelas berada dalam kondisi overkapasitas atau minim fasilitas. Pada tingkat praktik, 
revitalisasi laboratorium IPA meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan 
eksperimen, mengembangkan keterampilan proses sains, serta memahami konsep-
konsep abstrak melalui pengalaman konkret. Hal ini sejalan dengan prinsip 
pedagogi konstruktivistik yang menekankan bahwa pengetahuan diperoleh melalui 
interaksi langsung dengan objek dan fenomena. 
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Selain pengaruh terhadap metode pengajaran, perbaikan fasilitas juga 
meningkatkan motivasi belajar siswa, sebuah faktor yang secara teoretis memiliki 
kontribusi signifikan terhadap hasil belajar. Motivasi intrinsik dapat tumbuh ketika 
siswa merasa dihargai melalui penyediaan ruang belajar yang aman, bersih, dan 
nyaman. Bukti empiris menunjukkan bahwa lingkungan fisik yang baik 
meningkatkan kehadiran siswa, menurunkan tingkat tawuran dan perilaku 
menyimpang, serta memperkuat rasa memiliki terhadap sekolah (school 
belonging). Dalam konteks psikologi pendidikan, kondisi ruang belajar yang buruk 
dapat menimbulkan kelelahan mental, stres, dan ketidaknyamanan, yang semuanya 
berdampak negatif terhadap kapasitas memori kerja (working memory) dan 
kemampuan pemecahan masalah. Karena itu, revitalisasi fasilitas sekolah 
memberikan dampak tidak langsung tetapi signifikan terhadap peningkatan 
kemampuan kognitif dan nonkognitif siswa. 

Konektivitas digital yang memadai juga menjadi variabel penting dalam 
peningkatan mutu pembelajaran di era pendidikan abad ke-21. Revitalisasi melalui 
penyediaan jaringan internet, perangkat TIK, serta ruang komputer yang modern 
memungkinkan penerapan pembelajaran berbasis digital, penggunaan platform 
belajar daring, serta pemanfaatan sumber belajar terbuka (open educational 
resources). Hal ini memperluas akses siswa terhadap informasi, memperkaya 
pengalaman belajar, dan meningkatkan kemampuan literasi digital, yang 
merupakan kompetensi esensial dalam ekosistem ekonomi berbasis pengetahuan. 
Akses teknologi juga meningkatkan kapasitas guru dalam merancang pembelajaran 
berbasis data, mengintegrasikan multimedia, serta melakukan asesmen formatif 
berbasis platform digital seperti ANBK. Dengan demikian, revitalisasi fasilitas 
digital memperkuat dimensi instruksional yang menjadi kunci peningkatan mutu 
pendidikan. 

Dalam pengukuran kualitas hasil belajar, revitalisasi sarana pendidikan turut 
memengaruhi peningkatan skor Asesmen Nasional, khususnya dalam dimensi 
literasi membaca, literasi numerasi, dan karakter. Sekolah yang memiliki fasilitas 
memadai cenderung memiliki jam belajar efektif yang lebih panjang, lebih sedikit 
gangguan pembelajaran, serta implementasi kurikulum yang lebih konsisten. 
Faktor-faktor ini secara kolektif berkontribusi pada peningkatan capaian kognitif 
siswa. Selain itu, sekolah yang memiliki sanitasi layak dan akses air bersih 
menunjukkan tingkat ketidakhadiran siswa yang lebih rendah, terutama pada 
jenjang pendidikan dasar. Penurunan ketidakhadiran ini secara empiris terbukti 
meningkatkan hasil belajar hingga 0,15–0,25 standard deviation, sebuah angka 
yang signifikan dalam analisis pendidikan. Upaya revitalisasi sanitasi, terutama 
toilet terpisah yang aman dan higienis untuk siswa perempuan, juga mendukung 
keberlanjutan pembelajaran pada masa pubertas dan mengurangi risiko school 
dropout. 

Dari perspektif kualitas guru, revitalisasi sarana pendidikan menjadi 
katalisator peningkatan profesionalisme dan kinerja instruksional. Fasilitas yang 
lengkap memberi ruang bagi guru untuk melakukan inovasi pembelajaran, 
meningkatkan persiapan mengajar, serta memanfaatkan media pembelajaran yang 
lebih variatif. Ketersediaan ruang guru yang memadai, ruang rapat akademik, serta 
fasilitas penunjang seperti perpustakaan guru, memperkuat budaya akademik di 
sekolah. Hal ini berkaitan erat dengan peningkatan mutu instruksional, karena guru 
yang memiliki dukungan fasilitas cenderung lebih termotivasi, lebih kolaboratif, 
dan lebih konsisten dalam penerapan teknik-teknik pedagogis. Dengan demikian, 
revitalisasi sarana pendidikan bukan hanya memperbaiki ruang fisik, tetapi 
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membangun infrastruktur sosial yang memperkuat profesionalisme guru. 
Dampak revitalisasi juga dapat dilihat dari perspektif jangka panjang 

melalui peningkatan kualitas lulusan yang memiliki kesiapan untuk melanjutkan 
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. Lingkungan 
belajar yang berkualitas membentuk karakter siswa yang lebih disiplin, lebih 
percaya diri, dan lebih terbiasa dengan teknologi. Dalam konteks ekonomi makro, 
investasi dalam revitalisasi sarana-prasarana pendidikan berkontribusi terhadap 
peningkatan human capital, yang merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi 
jangka panjang menurut teori pertumbuhan endogen. Dengan demikian, revitalisasi 
sarana pendidikan bukan sekadar kebijakan sektorial, tetapi bagian dari upaya 
nasional membangun daya saing bangsa melalui peningkatan kualitas sumber daya 
manusia. 

Secara keseluruhan, revitalisasi sarana pendidikan melalui Inpres 7/2025 
memiliki dampak multidimensional terhadap kualitas pembelajaran dan hasil 
belajar. Intervensi fisik terbukti memperbaiki kenyamanan dan keselamatan belajar, 
meningkatkan kapasitas instruksional guru, memperluas akses teknologi 
pembelajaran, menurunkan ketidakhadiran siswa, serta meningkatkan motivasi dan 
keterlibatan siswa dalam proses belajar. Dampak kolektif dari berbagai variabel ini 
memunculkan efek sinergis yang memperkuat kualitas pendidikan nasional. 
Dengan demikian, revitalisasi sarana pendidikan harus dipahami sebagai investasi 
strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap kualitas pembelajaran baik dalam 
jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. 
 
Penguatan Kapasitas Guru dan Transformasi Pedagogi 

Penguatan kapasitas guru dalam kerangka revitalisasi sarana-prasarana 
pendidikan sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 
mencerminkan dimensi strategis yang sangat menentukan arah transformasi 
pendidikan nasional. Dalam analisis akademik, pembangunan fasilitas fisik tidak 
dapat dipahami sebagai entitas terpisah dari peningkatan kompetensi guru, sebab 
keduanya membentuk relasi struktural yang saling menentukan dalam produksi 
kualitas pembelajaran. Sarana yang modern, aman, dan fungsional berperan sebagai 
enabling condition yang memungkinkan guru mengaktualisasikan potensi 
pedagogis secara lebih kreatif, reflektif, dan berbasis bukti. Fasilitas yang 
direvitalisasi tidak hanya meningkatkan kenyamanan kerja guru, tetapi membentuk 
lingkungan epistemik baru yang memfasilitasi pergeseran paradigma pembelajaran 
dari pendekatan tradisional menuju pedagogi adaptif yang menekankan partisipasi 
aktif peserta didik. 

Dalam kerangka pedagogi modern, revitalisasi sarana digital, termasuk 
perangkat teknologi pendidikan, konektivitas internet, serta sistem manajemen 
pembelajaran, memungkinkan transformasi signifikan dalam cara guru merancang, 
melaksanakan, dan mengevaluasi instruksi. Kehadiran teknologi sebagai bagian 
dari lingkungan belajar mendorong guru memanfaatkan pendekatan diferensiasi, 
pembelajaran berbasis proyek, simulasi digital, sumber belajar multimodal, serta 
asesmen formatif berbasis data. Dengan demikian, guru tidak lagi diposisikan 
sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi sebagai fasilitator pembelajaran 
yang mengorkestrasi pengalaman belajar melalui integrasi teknologi, interaksi 
kolaboratif, dan penggunaan data secara sistematis untuk mengidentifikasi 
kesulitan belajar serta merancang intervensi instruksional yang lebih presisi. 
Melalui proses ini, pembelajaran tidak hanya berlangsung lebih efektif, tetapi juga 
lebih adaptif terhadap kebutuhan individual peserta didik. 
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Revitalisasi laboratorium sains, ruang praktik vokasi, dan fasilitas 
eksperimen lainnya turut menghasilkan lanskap pedagogis baru yang 
memungkinkan guru mengimplementasikan pembelajaran berbasis inkuiri dan 
eksperimen secara lebih bermakna. Laboratorium yang fungsional memungkinkan 
guru mengajarkan keterampilan ilmiah inti seperti observasi, eksperimentasi, 
penalaran kausalitas, dan analisis data dengan tingkat ketepatan yang tidak mungkin 
dicapai di ruang kelas konvensional. Dalam perspektif konstruktivisme, 
pengalaman belajar yang diperoleh melalui eksperimen langsung memperkuat 
proses internalisasi konsep abstrak karena siswa membangun pemahamannya 
melalui interaksi otentik dengan fenomena fisik atau simulasi digital. Bagi guru, 
kondisi ini menuntut peningkatan kapasitas profesional, termasuk kemampuan 
merancang eksperimen yang aman dan valid, memanfaatkan instrumen 
laboratorium modern, mengelola kelas eksperimen, serta menginterpretasikan 
hasil-hasil praktikum untuk memperdalam pemahaman konseptual peserta didik. 

Dalam dimensi yang lebih luas, revitalisasi sarana-prasarana pendidikan 
turut mereformulasi identitas profesional guru. Lingkungan belajar yang lebih 
representatif, ergonomis, dan modern meningkatkan rasa percaya diri, 
profesionalisme, dan komitmen guru terhadap pengembangan diri berkelanjutan. 
Dalam konteks ini, guru terdorong untuk lebih aktif terlibat dalam refleksi 
pedagogis, penelitian tindakan kelas, kolaborasi instruksional, serta inovasi 
pembelajaran yang didukung oleh teknologi dan data. Revitalisasi fasilitas 
pendidikan juga menciptakan kondisi psikososial yang mendorong guru untuk 
mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih kreatif dan berpusat pada peserta 
didik, seperti pemanfaatan ruang fleksibel untuk diskusi kritis, pembelajaran 
kolaboratif, dan kegiatan berbasis masalah. Dengan demikian, perubahan fisik 
sekolah menjadi pemicu bagi transformasi epistemologis dan pedagogis secara 
simultan. 

Integrasi antara revitalisasi fisik dan peningkatan kompetensi guru menjadi 
krusial untuk memastikan bahwa fasilitas baru tidak hanya menjadi aset struktural, 
tetapi juga berfungsi sebagai instrumen peningkatan mutu pembelajaran. Instruksi 
Presiden menegaskan bahwa revitalisasi harus diikuti oleh penguatan kapasitas 
guru melalui pelatihan teknis, peningkatan literasi digital, pendampingan pedagogi, 
serta penguatan komunitas belajar profesional. Integrasi ini diperlukan untuk 
menghindari determinisme teknologi, yaitu kondisi ketika teknologi hadir di 
sekolah namun tidak dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan kemampuan 
guru dalam mengoperasikannya. Dalam perspektif pembangunan pendidikan 
berkelanjutan, revitalisasi sarana harus dipahami sebagai bagian dari strategi 
holistik yang menempatkan guru sebagai pusat transformasi, dan bukan sekadar 
pengguna fasilitas. Dengan demikian, penguatan kapasitas guru dalam konteks 
revitalisasi tidak hanya meningkatkan kualitas instruksi, tetapi juga memperkuat 
kemampuan sekolah dalam mewujudkan ekosistem pembelajaran yang inovatif, 
inklusif, adaptif, dan berorientasi pada hasil belajar jangka panjang. 
 
Percepatan Digitalisasi Pendidikan 

Percepatan digitalisasi pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam 
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 menandai pergeseran paradigmatik dalam 
penyelenggaraan pendidikan nasional, di mana teknologi tidak lagi diposisikan 
sebagai pelengkap, melainkan sebagai elemen struktural yang menentukan 
kapasitas satuan pendidikan dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Digitalisasi 
ditempatkan sebagai komponen inti dari revitalisasi sarana-prasarana karena akses 
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terhadap perangkat teknologi, konektivitas internet, dan ruang pembelajaran digital 
terbukti menjadi prasyarat bagi terciptanya ekosistem pembelajaran yang adaptif, 
kolaboratif, dan berorientasi pada kompetensi masa depan. Dalam perspektif 
kebijakan publik, integrasi digital dalam revitalisasi sarana pendidikan berfungsi 
sebagai akselerator transformasi sistemik yang memungkinkan pencapaian Standar 
Nasional Pendidikan, peningkatan kualitas tata kelola berbasis data, serta perluasan 
akses pendidikan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. 

Secara substansial, digitalisasi sekolah menciptakan landscape baru dalam 
praktik pembelajaran yang menuntut integrasi antara konten kurikulum, pedagogi 
digital, dan teknologi pendidikan. Penyediaan perangkat TIK seperti komputer, 
laptop guru, proyektor, smartboard, dan learning management system (LMS) 
memungkinkan proses pembelajaran berpindah dari model satu arah menuju model 
interaktif yang berbasis eksplorasi sumber belajar digital, simulasi, serta asesmen 
berbasis aplikasi. Kehadiran konektivitas internet yang stabil menjadi fondasi untuk 
memperkuat literasi digital peserta didik, memungkinkan mereka mengakses 
repositori pengetahuan global, mengikuti pembelajaran sinkron maupun asinkron, 
dan mengembangkan kompetensi digital yang relevan dengan kebutuhan dunia 
kerja modern. Dalam kerangka pembelajaran berbasis bukti (evidence-based 
learning), digitalisasi memungkinkan guru untuk memanfaatkan data pembelajaran 
secara real-time guna merancang intervensi instruksional yang lebih tepat sasaran, 
sehingga meningkatkan efektivitas materi ajar dan memperkuat ketercapaian tujuan 
pembelajaran. 

Pada saat yang sama, digitalisasi berfungsi sebagai instrumen reformasi tata 
kelola satuan pendidikan. Sistem presensi digital, e-rapor, aplikasi manajemen 
sekolah, dashboard Rapor Pendidikan, dan platform pelaporan berbasis data 
menciptakan mekanisme koordinasi dan akuntabilitas yang lebih transparan antara 
sekolah, dinas pendidikan, dan pemerintah pusat. Dengan integrasi data yang lebih 
baik, perencanaan kebutuhan sarana-prasarana, pelacakan progres revitalisasi, dan 
pemetaan kualitas pembelajaran dapat dilakukan secara lebih akurat dan berbasis 
evidensi. Instruksi Presiden menegaskan bahwa data menjadi pusat pengambilan 
keputusan, sehingga digitalisasi bukan semata penyediaan perangkat, melainkan 
transformasi manajemen pendidikan menuju sistem yang responsif, adaptif, dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Digitalisasi juga memperkuat 
integritas birokrasi pendidikan melalui otomatisasi proses administrasi yang 
mengurangi celah inefisiensi dan meningkatkan efisiensi belanja pendidikan. 

Lebih jauh, percepatan digitalisasi pendidikan mendorong reinterpretasi 
peran guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Guru dituntut 
mengembangkan kompetensi pedagogi digital, termasuk kemampuan merancang 
materi interaktif, memanfaatkan data asesmen digital, mengelola pembelajaran 
daring, serta beradaptasi dengan beragam platform edukasi. Peserta didik, di sisi 
lain, diarahkan menjadi pembelajar mandiri yang mampu menavigasi informasi 
secara kritis, memanfaatkan sumber belajar digital secara produktif, dan 
mempraktikkan etika digital dalam interaksi pembelajaran. Digitalisasi juga 
memperluas bentuk-bentuk pembelajaran, seperti blended learning, hybrid 
learning, dan project-based digital learning yang memberikan fleksibilitas dan 
variasi dalam pengalaman belajar, sekaligus meningkatkan keterlibatan siswa. 

Namun digitalisasi tidak bebas dari tantangan. Kesenjangan akses, literasi 
digital yang belum merata, kapasitas teknis guru yang bervariasi, dan kerentanan 
terhadap disrupsi sosial-teknologi menuntut respons kebijakan yang komprehensif. 
Revitalisasi sarana-prasarana digital harus dibarengi dengan pelatihan guru yang 
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berkelanjutan, pendampingan teknis, mekanisme pemeliharaan perangkat untuk 
mencegah technology decay, serta program literasi digital bagi siswa dan orang tua. 
Tanpa dukungan ekosistem yang memadai, digitalisasi berisiko menciptakan 
ketimpangan baru antara sekolah yang siap teknologi dan sekolah yang tertinggal. 
Oleh karena itu, Inpres 7/2025 menekankan prinsip keberlanjutan, inklusivitas, dan 
keadilan digital sebagai pijakan normatif dalam desain dan implementasi kebijakan. 

Pada akhirnya, percepatan digitalisasi pendidikan dalam kerangka 
revitalisasi satuan pendidikan memiliki implikasi strategis bagi peningkatan mutu 
pendidikan nasional. Digitalisasi tidak hanya menciptakan cara baru dalam belajar 
dan mengajar, tetapi juga menata ulang fondasi tata kelola pendidikan yang lebih 
efisien, partisipatif, dan berbasis data. Dengan demikian, digitalisasi berfungsi 
sebagai pilar utama transformasi pendidikan yang memperkuat kapasitas sekolah 
untuk mencetak generasi yang adaptif terhadap dinamika global, kompeten dalam 
literasi digital, dan mampu bersaing dalam era ekonomi berbasis pengetahuan. 
 
Tantangan Strategis dalam Implementasi Kebijakan 
Ketimpangan Kapasitas Tata Kelola Daerah 

Ketimpangan kapasitas tata kelola daerah merupakan salah satu faktor 
determinan yang memengaruhi efektivitas implementasi Kebijakan Revitalisasi 
Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 
2025. Dalam konteks sistem desentralisasi pendidikan Indonesia, disparitas 
kemampuan administratif, fiskal, dan teknokratis antarwilayah menciptakan 
kondisi asimetris dalam pelaksanaan kebijakan nasional yang secara normatif 
dirancang seragam. Kapasitas tata kelola yang meliputi kemampuan melakukan 
perencanaan berbasis data, penyusunan anggaran yang akurat, pelaksanaan proyek 
fisik yang memenuhi standar teknis, serta mekanisme monitoring berbasis kinerja, 
tidak terdistribusi secara merata di antara pemerintah daerah. Daerah dengan 
sumber daya manusia yang terbatas, terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, 
dan Tertinggal), menghadapi hambatan struktural dalam menterjemahkan 
kebijakan revitalisasi menjadi program operasional yang efektif. Ketimpangan ini 
berdampak langsung pada variasi kualitas implementasi di seluruh Indonesia dan 
menjadi salah satu determinan utama ketidakmerataan mutu pendidikan 
antarwilayah. 

Secara teoretis, kapasitas tata kelola daerah mencerminkan interaksi antara 
kualitas birokrasi, struktur kelembagaan, dan ketersediaan sumber daya teknis yang 
memadai. Daerah dengan birokrasi yang lemah cenderung mengalami kesulitan 
dalam menyusun needs assessment yang valid, sehingga prioritas revitalisasi tidak 
selalu menggambarkan tingkat urgensi kebutuhan satuan pendidikan. Perencanaan 
yang tidak berbasis data tersebut sering menghasilkan miskorelasi antara kebutuhan 
nyata sekolah dan jenis intervensi yang diberikan. Misalnya, beberapa daerah 
mengalokasikan anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru meskipun masalah 
utama yang dihadapi sekolah adalah ketiadaan laboratorium fungsional atau 
kerusakan sanitasi berat. Ketidaktepatan perencanaan seperti ini menurunkan 
efektivitas investasi revitalisasi yang semestinya berfungsi sebagai instrumen 
peningkatan mutu pendidikan secara langsung. 

Dalam dimensi penganggaran, perbedaan kapasitas fiskal dan kemampuan 
teknis penyusunan anggaran menyebabkan proses distribusi dan penggunaan dana 
revitalisasi tidak berjalan optimal. Daerah yang memiliki aparatur with high 
technical literacy mampu mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus 
(DAK) fisik pendidikan melalui perencanaan berbasis proposal yang kuat, 
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sementara daerah dengan kapasitas administratif rendah kesulitan memenuhi 
persyaratan administratif yang kompleks. Akibatnya, beberapa daerah tertinggal 
gagal mendapatkan alokasi anggaran yang sebenarnya sangat dibutuhkan karena 
ketidakmampuan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pengusulan. 

Dalam aspek pelaksanaan proyek fisik, ketimpangan kapasitas tata kelola 
juga tercermin pada perbedaan kemampuan daerah dalam mengawasi kualitas 
konstruksi, mengelola kontrak, dan memastikan pemenuhan standar teknis 
bangunan pendidikan. Daerah dengan kapasitas teknis yang kuat mampu bekerja 
sama dengan kontraktor berkompeten dan menerapkan standar pengawasan mutu 
yang ketat, sementara daerah yang lemah cenderung menghadapi masalah seperti 
keterlambatan proyek, kualitas bangunan yang tidak memenuhi standar, atau 
inefisiensi anggaran. Hal ini mengakibatkan variasi signifikan dalam kualitas 
sarana-prasarana yang dihasilkan, meskipun sumber pendanaan berasal dari 
kebijakan nasional yang sama. Dalam perspektif kebijakan pembangunan, variasi 
kualitas output seperti ini berpotensi memperburuk ketimpangan mutu pendidikan 
antarwilayah karena sekolah di daerah maju memperoleh fasilitas berkualitas 
tinggi, sementara sekolah di daerah tertinggal terus menghadapi keterbatasan 
struktural yang menghambat pembelajaran. 

Lebih jauh, ketimpangan kapasitas tata kelola juga berhubungan dengan 
kelemahan sistem monitoring dan evaluasi di tingkat daerah. Daerah dengan 
kelembagaan yang lemah sering kali tidak memiliki instrumen M&E berbasis 
kinerja yang efektif, sehingga kualitas pelaporan, transparansi realisasi anggaran, 
dan akuntabilitas pelaksanaan proyek menjadi rendah. Lemahnya mekanisme 
monitoring ini berdampak pada tidak terdeteksinya penyimpangan teknis, 
pemborosan anggaran, ataupun penyelesaian proyek yang tidak sesuai spesifikasi. 
Dalam kondisi demikian, revitalisasi sarana pendidikan berpotensi kehilangan daya 
transformasinya karena tidak didukung oleh sistem tata kelola yang kuat. 

Secara keseluruhan, ketimpangan kapasitas tata kelola daerah bukan hanya 
tantangan administratif, tetapi merupakan isu struktural yang menentukan 
keberhasilan atau kegagalan strategi revitalisasi pendidikan nasional. Instruksi 
Presiden 7/2025 menuntut harmonisasi koordinasi antara pemerintah pusat dan 
daerah, tetapi tanpa intervensi penguatan kapasitas daerah, kebijakan revitalisasi 
akan terus menghasilkan variasi hasil yang lebar. Upaya seperti peningkatan 
kompetensi aparatur, penyederhanaan mekanisme administratif, pendampingan 
teknis, penguatan sistem data daerah, serta penerapan mekanisme akuntabilitas 
berbasis kinerja merupakan langkah fundamental untuk memastikan bahwa 
revitalisasi tidak hanya menjadi proyek konstruksi, tetapi menjadi instrumen 
pemerataan mutu pendidikan nasional. 
 
Kompleksitas Regulasi dan Pengadaan Barang atau Jasa 

Kompleksitas regulasi dan tata laksana pengadaan barang/jasa pemerintah 
merupakan tantangan strategis yang secara signifikan memengaruhi keberhasilan 
implementasi revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana 
diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025. Dalam kerangka hukum 
Indonesia, proses pengadaan— yang diatur melalui Peraturan Presiden tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan regulasi teknis turunannya didesain untuk 
menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi penggunaan anggaran negara. 
Namun, karakteristik regulasi yang sangat prosedural, berlapis, dan teknis sering 
kali menciptakan beban administratif yang tinggi bagi pemerintah daerah dan 
satuan pendidikan, terutama di wilayah yang memiliki kapasitas teknokratis 



| Habsy Hotib 
 

  
65 | Alasma | Jurnal Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah 

terbatas. Akibatnya, meskipun kebijakan revitalisasi menuntut percepatan 
pembangunan, proses pengadaan justru sering menjadi bottleneck utama yang 
memperlambat realisasi program. 

Dalam perspektif kebijakan publik, kompleksitas ini timbul dari dua sumber 
utama: pertama, multilayered regulatory requirements yang mengharuskan 
pemenuhan dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, Rencana Umum Pengadaan 
(RUP), Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga 
auditibilitas penggunaan anggaran; kedua, ketidaksesuaian antara kapasitas teknis 
aparatur di daerah dengan tingkat kerumitan prosedur pengadaan. Banyak 
pemerintah daerah tidak memiliki tenaga teknis pengadaan yang tersertifikasi atau 
memiliki pengalaman cukup dalam pengadaan konstruksi pendidikan, sehingga 
proses penyusunan dokumen menjadi rentan terhadap kesalahan administratif. 
Ketidaktepatan dokumen ini sering memicu revisi berulang, penundaan lelang, 
kegagalan tender, atau perpanjangan kontrak, yang pada akhirnya menurunkan 
efektivitas program revitalisasi. 

Proses pengadaan yang panjang dan berjenjang juga sering tidak sejalan 
dengan kebutuhan lapangan yang bersifat mendesak. Sekolah dengan ruang kelas 
rusak berat, sanitasi yang tidak memenuhi syarat, atau jaringan listrik bermasalah 
membutuhkan intervensi cepat, namun realisasi program harus menunggu seluruh 
siklus pengadaan yang formalistik selesai. Situasi ini memperlemah tujuan 
revitalisasi sebagai instrumen peningkatan mutu pembelajaran karena siswa tetap 
belajar dalam kondisi sarana yang tidak layak selama proses administrasi 
berlangsung. Dalam beberapa kasus, proyek yang direncanakan tidak dapat 
direalisasikan dalam satu tahun anggaran karena proses pengadaan memakan waktu 
lebih lama dari estimasi. Hal ini berdampak pada penumpukan SILPA, rollover 
anggaran, atau perlunya revisi DPA yang memperpanjang waktu penyelesaian 
program. 

Selain faktor teknis, kompleksitas pengadaan juga berkaitan dengan risiko 
administratif dan hukum yang melekat pada penggunaan anggaran. Aparatur daerah 
sering menunjukkan perilaku risk avoidance akibat ketakutan akan potensi temuan 
auditor, sanksi administratif, atau implikasi hukum dari kesalahan teknis dalam 
proses pengadaan. Budaya birokrasi yang defensif ini membuat beberapa pejabat 
pengadaan memilih prosedur paling aman (meskipun memakan waktu lebih lama), 
atau menunda keputusan hingga seluruh aspek regulatif benar-benar aman secara 
administratif. Akibatnya, revitalisasi sarana pendidikan berjalan lambat meskipun 
anggaran tersedia dan kebijakan pusat mendesak percepatan. Dalam literatur 
administrasi publik, fenomena ini dikenal sebagai bureaucratic over-compliance, 
yaitu kecenderungan birokrasi mengikuti aturan secara hiperformal untuk 
menghindari risiko, namun pada saat yang sama mengurangi efektivitas layanan 
publik. 

Di tengah kompleksitas regulasi ini, tantangan lain muncul dari kualitas 
pasar konstruksi di berbagai daerah. Mekanisme lelang yang terbuka sering kali 
menghasilkan partisipasi penyedia yang tidak merata. Daerah dengan pasar jasa 
konstruksi kecil menghadapi keterbatasan kontraktor yang memenuhi standar 
teknis dan administratif sehingga terjadi kegagalan tender atau kualitas pengerjaan 
yang tidak sesuai spesifikasi. Sementara itu, di daerah yang lebih maju, kompetisi 
yang terlalu ketat terkadang mendorong praktik penawaran harga terendah yang 
tidak realistis, yang pada akhirnya berpotensi menghasilkan pekerjaan berkualitas 
rendah. Dengan demikian, implementasi revitalisasi menghadapi dilema struktural 
di mana regulasi pengadaan yang dirancang untuk menjaga integritas anggaran 
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justru menghasilkan rigiditas birokrasi dan kesenjangan kapasitas pelaksanaan di 
tingkat daerah. 

Dalam kerangka Instruksi Presiden 7/2025, penyederhanaan proses 
pengadaan, digitalisasi sistem melalui e-procurement, peningkatan kapasitas 
pejabat pengadaan, serta mekanisme pendampingan teknis lintas kementerian 
menjadi prasyarat strategis untuk meminimalkan hambatan ini. Tanpa reformasi 
teknis dan kapasitas kelembagaan pada sektor pengadaan, revitalisasi sarana 
pendidikan berpotensi tidak mencapai kecepatan dan kualitas hasil yang 
direncanakan. Oleh karena itu, kompleksitas regulasi dan pengadaan tidak dapat 
dilihat sebagai isu administratif semata, melainkan sebagai tantangan struktural 
yang sangat menentukan efektivitas transformasi pendidikan nasional. 
 
Keterbatasan Sistem Monitoring dan Evaluasi Berbasis Data 

Keterbatasan sistem monitoring dan evaluasi (M&E) berbasis data 
merupakan salah satu tantangan struktural yang paling signifikan dalam proses 
revitalisasi sarana pendidikan. Meskipun Instruksi Presiden 7/2025 menekankan 
pentingnya penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan (evidence-
based policymaking), implementasinya belum sepenuhnya efektif karena ekosistem 
data pendidikan nasional masih bersifat terfragmentasi. Fragmentasi ini terjadi pada 
tiga level: (1) perbedaan standar pencatatan antara pemerintah pusat dan 
daerah, (2) minimnya integrasi database lintas sektor, serta (3) lemahnya 
kapasitas teknis operator data di satuan pendidikan. 

Pada level pertama, integrasi pusat–daerah masih menghadapi kendala 
akibat disparitas dalam sistem informasi. Platform nasional seperti Dapodik, Rapor 
Pendidikan, dan SIRUP pengadaan barang/jasa belum sepenuhnya sinkron dengan 
sistem informasi daerah yang sering menggunakan perangkat lunak berbeda dan 
memiliki standar pelaporan yang tidak seragam. Kondisi ini mengakibatkan data 
mengenai kerusakan infrastruktur, tingkat progres fisik revitalisasi, serta status 
pemanfaatan fasilitas baru sering kali tidak diperbarui secara real-time. 
Ketidakterbaruan data tersebut menimbulkan information lag, yang pada gilirannya 
berpengaruh pada keterlambatan intervensi kebijakan, terutama ketika terjadi 
penyimpangan kualitas pekerjaan atau keterlambatan proyek. 

Pada level kedua, integrasi data lintas sektor menjadi tantangan tambahan. 
Revitalisasi sekolah tidak hanya berkaitan dengan sektor pendidikan, tetapi juga 
sektor pekerjaan umum, perencanaan pembangunan, dan telekomunikasi. Ketika 
masing-masing sektor mengelola datanya secara silo, pemerintah kesulitan 
merumuskan analisis komprehensif terkait kebutuhan prioritas, keterpaduan 
proyek, dan efektivitas pemanfaatan anggaran. Misalnya, data kondisi bangunan 
sekolah yang tercatat dalam Dapodik tidak selalu sejalan dengan data verifikasi 
teknis yang dimiliki dinas pekerjaan umum, sehingga penetapan prioritas sekolah 
sasaran sering kali memerlukan verifikasi ulang secara manual. 

Pada level ketiga, keterbatasan kapasitas teknis satuan pendidikan turut 
memperburuk kualitas M&E. Banyak sekolah, terutama di wilayah 3T, masih 
menghadapi keterbatasan dalam aspek literasi digital, jumlah tenaga operator, 
ketersediaan perangkat teknologi, dan stabilitas koneksi internet. Hambatan ini 
menyebabkan proses penginputan data menjadi tidak konsisten, tidak lengkap, atau 
mengalami keterlambatan signifikan. Dalam beberapa kasus, operator sekolah 
harus mengerjakan beberapa platform data secara simultan tanpa adanya 
konsolidasi antarsistem, sehingga meningkatkan beban administrasi dan risiko 
kesalahan input. 
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Konsekuensinya, sistem monitoring dan evaluasi nasional menjadi kurang 
mampu memberikan gambaran akurat mengenai efektivitas revitalisasi. Tanpa data 
yang reliabel dan terintegrasi, pemerintah kesulitan mengidentifikasi bottleneck, 
mengukur peningkatan kualitas sarana, serta mengevaluasi dampaknya terhadap 
mutu pembelajaran dan pemerataan pendidikan. Dengan demikian, keberhasilan 
revitalisasi sangat bergantung pada upaya memperkuat infrastruktur data 
pendidikan melalui integrasi sistem, penyederhanaan alur pelaporan, penguatan 
kapasitas SDM sekolah, dan penyediaan konektivitas digital yang memadai secara 
nasional. 
 
Keterbatasan Pembiayaan dan Keberlanjutan Program 

Keterbatasan pembiayaan merupakan salah satu tantangan strategis yang 
mengancam keberlanjutan implementasi kebijakan revitalisasi sarana pendidikan 
sebagaimana diarahkan dalam Instruksi Presiden 7/2025. Revitalisasi infrastruktur 
pendidikan, terutama yang mencakup rehabilitasi berat, pembangunan unit sekolah 
baru, digitalisasi, serta penyediaan laboratorium dan fasilitas vokasi, membutuhkan 
alokasi anggaran yang besar dan berkelanjutan. Namun, berbagai faktor fiskal dan 
struktural menunjukkan bahwa ketergantungan pada skema pembiayaan 
konvensional berpotensi melemahkan stabilitas implementasi program dalam 
jangka panjang. 

Pertama, keterbatasan fiskal nasional dan daerah menjadi isu mendasar. 
Meskipun sektor pendidikan memperoleh alokasi 20% dari APBN dan APBD 
sesuai mandat konstitusi, proporsi anggaran yang dapat dialokasikan secara 
langsung untuk revitalisasi fisik sekolah sering kali terbatas karena harus bersaing 
dengan kebutuhan lain seperti gaji guru, bantuan operasional pendidikan, dan 
program-program prioritas lainnya. Pada tingkat daerah, kemampuan fiskal 
bervariasi secara signifikan; daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah 
cenderung tidak mampu menyediakan dana pendamping yang memadai untuk 
proyek revitalisasi, sehingga mengandalkan sepenuhnya transfer pusat. 
Ketergantungan semacam ini menciptakan ruang ketidakstabilan, terutama ketika 
terjadi penyesuaian fiskal nasional atau refocusing anggaran akibat tekanan 
eksternal seperti pandemi, bencana alam, atau perlambatan ekonomi. 

Kedua, pola penganggaran yang bersifat tahunan (yearly budgeting) 
membuat keberlanjutan program jangka panjang menjadi sulit dijamin. Revitalisasi 
sarana pendidikan yang bersifat multi-year, seperti pembangunan kompleks 
sekolah terpadu atau transformasi laboratorium vokasi, membutuhkan perencanaan 
anggaran lintas tahun yang stabil. Namun, mekanisme penganggaran publik 
Indonesia masih cenderung berorientasi pada siklus anggaran tahunan, sehingga 
terdapat risiko terjadinya budget discontinuity ketika alokasi pada tahun berikutnya 
tidak konsisten dengan kebutuhan aktual proyek. Ketidakpastian ini dapat 
mengakibatkan penundaan pekerjaan, kenaikan biaya proyek, serta penurunan 
kualitas konstruksi karena kontraktor harus melakukan penyesuaian ad hoc 
terhadap jadwal kerja. 

Ketiga, revitalisasi digital sering kali membutuhkan biaya pemeliharaan 
yang tinggi namun kurang diperhitungkan dalam desain kebijakan. Penyediaan 
perangkat TIK, jaringan internet, dan pusat pembelajaran digital memerlukan biaya 
operasional jangka panjang seperti pemeliharaan perangkat, upgrade software, 
lisensi platform, serta peningkatan kapasitas SDM. Tanpa skema pembiayaan yang 
jelas untuk pemeliharaan (maintenance funding), fasilitas digital yang dibangun 
dalam fase awal revitalisasi berisiko mengalami rapid depreciation dan menjadi 
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tidak optimal dalam beberapa tahun. 
Keempat, inovasi pembiayaan untuk sektor pendidikan masih terbatas. 

Meskipun terdapat peluang melalui skema seperti public–private partnerships 
(PPP), CSR pendidikan, dana filantropi, dan kolaborasi dengan sektor industri, 
pemanfaatannya dalam revitalisasi sarana pendidikan masih relatif kecil. Hambatan 
regulasi, proses birokrasi yang kompleks, dan minimnya platform kolaborasi lintas 
sektor membuat potensi pendanaan alternatif belum teroptimalkan. Padahal, di 
banyak negara, keterlibatan sektor swasta dan filantropi menjadi pilar utama dalam 
pembaruan infrastruktur pendidikan. 

Kelima, keberlanjutan program revitalisasi memerlukan mekanisme 
pendanaan berbasis kebutuhan (needs-based financing). Namun, sistem penentuan 
prioritas anggaran di beberapa daerah masih dipengaruhi faktor non-teknis seperti 
dinamika politik lokal dan pendekatan administratif yang tidak sepenuhnya 
berbasis data kerusakan sarana atau kebutuhan pedagogis. Akibatnya, alokasi 
pembiayaan tidak selalu mencerminkan urgensi dan dampak strategis revitalisasi 
terhadap mutu pendidikan. 

Secara keseluruhan, keterbatasan pembiayaan dan keberlanjutan program 
menjadi tantangan utama yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan 
revitalisasi pendidikan. Untuk itu, diperlukan reformasi kebijakan penganggaran 
yang lebih fleksibel, integratif, dan berorientasi jangka panjang, termasuk 
diversifikasi sumber pendanaan, penguatan kapasitas fiskal daerah, serta 
penyusunan mekanisme pembiayaan multi-year yang berkelanjutan. Tanpa 
penguatan aspek pendanaan, revitalisasi sarana pendidikan berisiko berhenti pada 
tahap proyek fisik tanpa menghasilkan transformasi kualitas pembelajaran yang 
substantif dan berkelanjutan. 
 
Rekomendasi Kebijakan untuk Optimalisasi Revitalisasi 
Penguatan Perencanaan Berbasis Data dan Rapor Pendidikan 

Penguatan perencanaan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan 
berbasis data merupakan pilar fundamental dalam memastikan efektivitas kebijakan 
sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025. Dalam 
konteks tata kelola pendidikan modern, kemampuan satuan pendidikan dan 
pemerintah daerah untuk mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif secara 
komprehensif menjadi determinan utama dalam merumuskan program revitalisasi 
yang tepat sasaran. Salah satu instrumen strategis yang menjadi fondasi integrasi 
tersebut adalah Rapor Pendidikan, yang telah dikembangkan sebagai alat 
diagnostik nasional untuk mengukur kekuatan, kelemahan, dan kebutuhan 
pengembangan setiap satuan pendidikan. 

Secara akademik, perencanaan berbasis data menuntut pendekatan 
evidence-based policy making, di mana kebijakan tidak hanya dirumuskan 
berdasarkan persepsi administratif, melainkan melalui analisis empiris yang 
komprehensif. Dalam konteks revitalisasi, kebutuhan sarpras tidak dapat 
disimpulkan hanya dari data kerusakan fisik bangunan, tetapi harus dipetakan 
secara holistik dengan indikator pembelajaran seperti capaian literasi dan numerasi, 
tingkat keselamatan dan kelayakan ruang kelas, rasio ruang belajar terhadap jumlah 
siswa, tingkat keterhubungan digital, serta kapasitas pedagogis guru. Integrasi data 
multidimensi ini memungkinkan pemangku kepentingan menentukan prioritas 
revitalisasi yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam menopang 
transformasi pembelajaran jangka panjang. 

Rapor Pendidikan memainkan peran strategis sebagai decision support 
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system yang menyediakan gambaran objektif mengenai kesenjangan mutu 
pembelajaran dan kesiapan sarana sekolah. Ketika data Rapor Pendidikan 
dikoneksikan dengan sistem informasi sarpras melalui platform digital terintegrasi 
kepala sekolah, dinas pendidikan, dan pemerintah daerah dapat mengidentifikasi 
root causes dari rendahnya mutu pembelajaran. Misalnya, rendahnya skor literasi 
dapat dikaitkan dengan minimnya fasilitas perpustakaan atau tidak memadainya 
ruang belajar yang mendukung pembelajaran kolaboratif. Demikian pula, 
rendahnya capaian numerasi dapat dikaitkan dengan ketiadaan laboratorium 
matematika atau tidak tersedianya perangkat TIK yang memadai untuk 
pembelajaran berbasis simulasi. 

Integrasi data tersebut juga memperkuat mekanisme prioritisasi program 
melalui pendekatan needs assessment yang lebih presisi. Setiap satuan pendidikan 
dapat memetakan kebutuhan revitalisasi berdasarkan derajat urgensi (urgency 
level) dan dampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran (educational impact). 
Hal ini memberikan dasar analitis yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam 
menyusun perencanaan anggaran, menetapkan daftar sekolah prioritas, serta 
mengoptimalkan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik atau dana afirmasi 
3T. 

Lebih jauh, perencanaan berbasis data menciptakan transparansi dan 
akuntabilitas yang lebih tinggi. Dengan tersedianya data terbuka (open data 
dashboard), masyarakat dapat mengawasi kesesuaian antara kebutuhan aktual 
dengan alokasi anggaran revitalisasi yang dilakukan pemerintah. Transparansi ini 
juga mengurangi potensi subjektivitas atau bias politik dalam penetapan sekolah 
penerima bantuan revitalisasi, sehingga keputusan lebih mencerminkan urgensi 
pendidikan daripada kepentingan non-teknis. 

Penguatan perencanaan berbasis data juga membutuhkan peningkatan 
literasi data pada level kepala sekolah dan pejabat dinas pendidikan. Banyak satuan 
pendidikan masih menghadapi kesulitan dalam membaca data Rapor Pendidikan 
secara mendalam, termasuk dalam menafsirkan indikator-indikator kunci seperti 
kualitas proses pembelajaran, efektivitas manajemen berbasis sekolah, dan kualitas 
lingkungan belajar. Oleh karena itu, pelatihan intensif dalam analisis data 
pendidikan, termasuk penggunaan dashboard digital dan interpretasi indikator, 
menjadi prasyarat mutlak dalam memastikan bahwa data tidak hanya dikumpulkan, 
tetapi betul-betul digunakan sebagai dasar kebijakan. 

Dalam perspektif akademik yang lebih luas, integrasi data sarpras dan Rapor 
Pendidikan mencerminkan paradigma baru manajemen pendidikan yang berbasis 
data-driven governance. Paradigma ini memosisikan satuan pendidikan sebagai 
entitas otonom yang mampu mengelola pengambilan keputusan secara rasional dan 
berorientasi hasil. Dengan demikian, kebijakan revitalisasi tidak lagi dipahami 
sebagai proyek fisik, tetapi sebagai instrumen strategis untuk memperbaiki 
ekosistem pembelajaran secara menyeluruh. Instruksi Presiden 7/2025 menjadi 
katalis dalam memperkuat ekosistem ini melalui penciptaan arsitektur data yang 
lebih terintegrasi, komprehensif, dan adaptif. 
 
Penguatan Kapasitas Manajerial Satuan Pendidikan 

Penguatan kapasitas manajerial pada tingkat satuan pendidikan merupakan 
elemen strategis dalam memastikan keberhasilan implementasi revitalisasi sarana 
dan prasarana sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 
2025. Dalam perspektif governansi pendidikan modern, kepala sekolah tidak lagi 
diposisikan sekadar sebagai administrator, melainkan sebagai instructional leader 
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sekaligus asset manager yang bertanggung jawab mengelola siklus perencanaan, 
penganggaran, pemanfaatan, dan pengawasan fasilitas pendidikan. Oleh karena itu, 
peningkatan kapasitas manajerial menjadi prasyarat fundamental untuk 
memastikan bahwa investasi sarana-prasarana benar-benar memberikan return on 
educational outcomes yang signifikan. 

Secara akademik, peningkatan kapasitas manajerial mencakup tiga domain 
utama: manajemen aset, perencanaan anggaran berbasis kebutuhan (needs-based 
budgeting), dan pengawasan yang akuntabel. Pertama, manajemen aset 
mengharuskan kepala sekolah memahami prinsip-prinsip inventarisasi, 
pemeliharaan preventif, dan proyeksi kebutuhan sarana-prasarana jangka panjang. 
Dalam banyak kasus, kerusakan sekolah terjadi bukan karena minimnya 
pembangunan baru, melainkan lemahnya sistem pemeliharaan yang tidak 
terstruktur. Pelatihan manajemen aset menjadi krusial untuk memastikan bahwa 
fasilitas pendidikan yang telah direvitalisasi dapat bertahan dalam jangka panjang 
dan tetap fungsional sesuai standar nasional. 

Kedua, kapasitas perencanaan anggaran menuntut kepala sekolah dan 
operator Dapodik memahami prinsip cost estimation, budget prioritization, dan 
performance-based budgeting. Dalam kerangka school-based management, satuan 
pendidikan menjadi aktor utama dalam mengidentifikasi kebutuhan, menyusun 
proposal revitalisasi, dan mengelola realisasi anggaran yang bersumber dari BOS, 
DAK fisik, maupun alokasi daerah. Namun, banyak satuan pendidikan masih 
menghadapi keterbatasan kompetensi dalam penyusunan rencana kebutuhan 
sarpras, analisis biaya-manfaat, hingga pelaporan anggaran berbasis output. Oleh 
karena itu, pelatihan teknis harus mencakup pemahaman atas indikator kinerja 
anggaran, teknik perumusan RKS/RKAS berbasis data, serta integrasi data Dapodik 
dalam siklus perencanaan. 

Ketiga, kapasitas pengawasan memerlukan penguatan kemampuan kepala 
sekolah dalam melakukan monitoring, quality assurance, dan evaluasi pemanfaatan 
sarpras. Pengawasan bukan hanya terkait kepatuhan administratif, tetapi juga 
terkait efektivitas penggunaan fasilitas baru dalam meningkatkan mutu 
pembelajaran. Misalnya, keberadaan laboratorium baru harus dikaitkan dengan 
peningkatan frekuensi praktikum, perbaikan capaian sains, serta peningkatan 
kompetensi peserta didik. Dalam konteks ini, kepala sekolah memerlukan 
perangkat evaluasi yang berbasis indikator kuantitatif dan kualitatif agar 
pengawasan tidak sekadar bersifat formalitas tetapi berorientasi pada peningkatan 
mutu pendidikan. 

Selain itu, penguatan kapasitas manajerial memerlukan reformasi 
pendekatan pelatihan. Pelatihan tidak dapat hanya berfokus pada transfer 
pengetahuan bersifat normatif, melainkan harus didesain berbasis problem-based 
learning, case analysis, dan hands-on practice menggunakan data riil satuan 
pendidikan. Kepala sekolah perlu dibekali kemampuan literasi data yang memadai 
agar dapat memanfaatkan Rapor Pendidikan dan dashboard sarpras sebagai bagian 
integral dalam pengambilan keputusan. Operator Dapodik juga harus memiliki 
keahlian teknis dalam memastikan validitas data, karena ketidakakuratan data 
sering berimplikasi langsung terhadap ketidaktepatan alokasi bantuan revitalisasi. 

Dalam kerangka akademik yang lebih luas, penguatan kapasitas manajerial 
berfungsi sebagai mekanisme institutional strengthening yang mampu mengurangi 
ketimpangan mutu antar sekolah. Sekolah dengan kepala sekolah yang memiliki 
kompetensi manajerial tinggi terbukti lebih mampu memanfaatkan bantuan 
revitalisasi secara optimal dan menghasilkan dampak pembelajaran yang lebih 
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signifikan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas manajerial tidak boleh dipandang 
sebagai kegiatan tambahan, tetapi sebagai inti dari reformasi sistemik untuk 
memastikan keberlanjutan kebijakan revitalisasi dalam jangka panjang. 
 
Desain Model Pengawasan Berbasis Teknologi 

Desain model pengawasan berbasis teknologi merupakan komponen kunci 
dalam modernisasi tata kelola revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, 
terutama dalam konteks Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 yang menuntut 
percepatan, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh siklus pembangunan fisik 
pendidikan. Dalam paradigma digital governance, pemanfaatan teknologi 
pengawasan tidak lagi bersifat opsional, tetapi menjadi infrastruktur epistemik yang 
memastikan bahwa setiap proses pembangunan dapat dimonitor secara real-time, 
diverifikasi secara objektif, dan dievaluasi berdasarkan indikator kinerja yang 
terukur. Model pengawasan berbasis teknologi menempatkan aplikasi mobile, 
dashboard digital terintegrasi, dan audit virtual sebagai instrumen strategis untuk 
meminimalkan risiko penyimpangan, memperkecil asimetri informasi, serta 
mempercepat respons terhadap potensi masalah konstruksi di lapangan. 

Secara akademik, digitalisasi pengawasan menghadirkan tiga mekanisme 
kontrol utama: real-time monitoring, automated verification, dan data-driven 
auditing. Pertama, real-time monitoring melalui aplikasi mobile memungkinkan 
petugas lapangan, kepala sekolah, dan dinas pendidikan mengunggah bukti visual 
(foto, video, koordinat GPS) dari progres fisik proyek secara langsung ke dalam 
sistem pusat. Model ini mengurangi ketergantungan pada laporan manual yang 
rentan terhadap manipulasi dan keterlambatan. Kedua, automated verification 
melalui integrasi kecerdasan buatan (AI) dan computer vision membuka ruang 
untuk memvalidasi kesesuaian progres pembangunan dengan rencana teknis, 
misalnya dengan mengidentifikasi volume bangunan yang telah selesai, kesesuaian 
material, atau deteksi dini terhadap struktur yang tidak sesuai spesifikasi. Ketiga, 
data-driven auditing memungkinkan pemerintah melakukan evaluasi kinerja 
kontraktor, penyedia jasa konstruksi, dan satuan pendidikan melalui analisis tren 
data historis, pola deviasi waktu, serta kepatuhan terhadap standar mutu. 

Dashboard digital terintegrasi berfungsi sebagai single source of truth untuk 
mengonsolidasi seluruh data pelaksanaan proyek, mulai dari status tender, progres 
harian, serapan anggaran, hingga dokumentasi teknis. Dashboard tersebut dapat 
dikoneksikan langsung dengan sistem Dapodik, SIPLah, dan platform pengawasan 
Kementerian PUPR sehingga menciptakan interoperabilitas data lintas instansi. 
Dengan demikian, pemerintah pusat dan daerah dapat melakukan multi-layered 
monitoring, di mana informasi diverifikasi pada tiga level: level satuan pendidikan, 
level dinas pendidikan daerah, dan level kementerian. Dalam konteks pengawasan 
pendidikan yang kompleks, arsitektur tiga lapis ini memastikan bahwa potensi 
penyimpangan dapat diidentifikasi lebih awal sebelum menimbulkan kerugian 
anggaran maupun keterlambatan pembangunan. 

Lebih jauh, audit virtual melalui konferensi video, remote site inspection, 
dan peninjauan digital blueprint memungkinkan pemerintah mengurangi biaya 
pengawasan sekaligus meningkatkan cakupan monitoring, terutama untuk daerah 
3T yang sulit dijangkau. Audit virtual bukan hanya substitusi terhadap kunjungan 
fisik, tetapi juga pelengkap yang meningkatkan frekuensi kontrol mutu tanpa 
memerlukan mobilisasi sumber daya yang besar. Dalam jangka panjang, audit 
virtual dapat diperkuat dengan geospatial analytics yang menggabungkan data foto 
udara dari drone, citra satelit, dan model 3D bangunan untuk memverifikasi progres 
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fisik secara presisi tinggi. 
Dari perspektif governansi publik, model pengawasan berbasis teknologi 

juga meningkatkan transparansi sosial (social accountability). Dashboard publik 
yang menampilkan progres pembangunan sekolah secara terbuka kepada 
masyarakat dapat menjadi mekanisme pengawasan eksternal yang memperkuat 
legitimasi kebijakan. Dengan keterlibatan komite sekolah, media, dan masyarakat 
sipil, pengawasan tidak hanya bersifat vertikal (pemerintah-sekolah) tetapi juga 
horizontal (masyarakat-sekolah), yang terbukti secara akademik efektif dalam 
menekan risiko korupsi, kolusi, dan moral hazard. 

Dengan demikian, pengawasan berbasis teknologi tidak hanya merupakan 
inovasi administratif, tetapi transformasi epistemologis dalam tata kelola 
pembangunan sarana pendidikan. Ia menggeser paradigma pengawasan dari model 
konvensional yang bersifat reaktif dan manual menuju sistem pengawasan cerdas 
yang proaktif, presisi, dan berbasis data. Dalam kerangka revitalisasi pendidikan 
nasional, model ini menjadi prasyarat untuk memastikan bahwa investasi negara 
dalam infrastruktur pendidikan benar-benar menghasilkan peningkatan kualitas 
pembelajaran dan mempersempit kesenjangan mutu antarwilayah. 
 
Optimalisasi Sinergi Antar-Lembaga dan Pemangku Kepentingan 

Optimalisasi sinergi antar-lembaga merupakan pilar fundamental dalam 
memastikan keberhasilan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, terutama 
mengingat kompleksitas struktur birokrasi dan multi-aktor yang terlibat dalam 
implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025. Dalam perspektif 
intergovernmental relations, revitalisasi pendidikan bukanlah proyek sektoral yang 
dapat dilaksanakan oleh satu kementerian semata, melainkan suatu agenda nasional 
yang membutuhkan orkestrasi kelembagaan yang harmonis antara Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Keuangan, 
pemerintah daerah, lembaga pengawas internal, serta pemangku kepentingan 
eksternal seperti dunia usaha, mitra pembangunan, dan masyarakat. Sinergi ini 
penting untuk meminimalkan redundansi kebijakan, mempercepat pengambilan 
keputusan, serta menciptakan aliran koordinasi yang responsif dalam menangani 
dinamika pelaksanaan proyek di lapangan. 

Secara akademik, model kolaborasi yang efektif menuntut adanya 
institutional alignment dan keselarasan mandat antarlembaga. Pertama, 
Kemendikbudristek sebagai policy leader harus memastikan bahwa seluruh proses 
perencanaan revitalisasi didasarkan pada data yang valid dan analisis kebutuhan 
yang komprehensif melalui Rapor Pendidikan dan Dapodik. Kedua, Kementerian 
PUPR memegang peran strategis sebagai technical authority dalam aspek 
standarisasi, sertifikasi teknis, dan pengawasan konstruksi. Ketiga, Kementerian 
Keuangan memastikan keberlangsungan pendanaan melalui mekanisme DAK fisik, 
dana transfer ke daerah, serta kebijakan fiskal yang mendukung pemerataan 
pembangunan sarpras pendidikan. Interaksi ketiga lembaga ini harus dilakukan 
dalam kerangka koordinasi fungsional yang terintegrasi sehingga setiap fase 
revitalisasi berjalan dengan alur kebijakan yang konsisten dan terhindar dari 
fragmentasi birokrasi. 

Dalam perspektif collaborative governance, pemerintah daerah memegang 
posisi kunci sebagai pelaksana teknis yang berada di garis depan implementasi. 
Pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan bahwa proses perencanaan 
sekolah sesuai kebutuhan lokal, seleksi kontraktor dilakukan secara transparan, dan 
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pengawasan proyek berjalan sesuai standar. Namun keberhasilan ini sangat 
bergantung pada kapasitas administratif daerah, yang dalam konteks Indonesia 
sangat beragam. Oleh karena itu, sinergi pusat-daerah harus diperkuat melalui 
mekanisme fasilitasi, pendampingan teknis, dan supervisi reguler. Pendekatan ini 
tidak saja meningkatkan efektivitas implementasi, tetapi juga memperkuat 
desentralisasi pendidikan melalui penyiapan tata kelola daerah yang lebih adaptif 
dan akuntabel. 

Selain lembaga pemerintah, keterlibatan pemangku kepentingan eksternal 
merupakan elemen strategis yang sering kali diabaikan. Dunia usaha dapat 
berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial (CSR), public-private 
partnership (PPP), dan dukungan teknologi dalam digitalisasi pengawasan. 
Sementara itu, komunitas masyarakat dan komite sekolah berperan sebagai 
pengawas sosial (social accountability actors) yang memberikan legitimasi 
terhadap proses revitalisasi. Keterlibatan mereka meningkatkan transparansi, 
mengurangi risiko moral hazard, dan memperkuat kepemilikan bersama (shared 
ownership) terhadap fasilitas pendidikan yang dibangun. Dalam pembelajaran 
lintas negara, partisipasi masyarakat terbukti menjadi variabel kunci dalam 
keberlanjutan pembangunan sarana pendidikan, terutama dalam konteks 
pemeliharaan pasca-konstruksi. 

Lebih jauh, optimalisasi sinergi memerlukan arsitektur komunikasi yang 
sistematis berbasis integrated coordination platforms. Platform koordinasi digital 
memungkinkan penyelarasan data, pembaruan progres proyek, serta pertukaran 
informasi secara horizontal antarinstansi maupun vertikal dari pusat ke daerah. 
Dalam implementasinya, integrasi ini dapat meminimalkan tumpang tindih 
kewenangan, mempercepat penyelesaian masalah teknis, serta meningkatkan 
efisiensi penggunaan anggaran. Dengan demikian, sinergi tidak hanya dimaknai 
sebagai kerja sama normatif, tetapi sebagai desain kelembagaan yang berorientasi 
pada hasil dan berbasis data. 

Secara keseluruhan, optimalisasi sinergi antar-lembaga dan pemangku 
kepentingan merupakan fondasi penting dalam memastikan bahwa revitalisasi 
sarana-prasarana bukan hanya sekadar proyek pembangunan, tetapi sebuah upaya 
transformasi struktural yang mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan 
nasional. Tanpa sinergi yang efektif, kebijakan revitalisasi berpotensi mengalami 
bottleneck institusional, duplikasi program, dan ketidakkonsistenan implementasi 
yang pada akhirnya menghambat capaian mutu pendidikan. Oleh karena itu, 
penguatan sinergi kelembagaan harus ditempatkan sebagai strategi utama dalam 
pencapaian tujuan pendidikan nasional sebagaimana mandat konstitusi. 
 
Penguatan Kemitraan Multipihak dan Skema Pembiayaan Inovatif 

Penguatan revitalisasi sarana-prasarana pendidikan menuntut keterlibatan 
aktor non-pemerintah melalui model kolaborasi multipihak yang sistematis dan 
berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu mengembangkan platform kemitraan yang 
mempertemukan sektor swasta, BUMN, filantropi, organisasi masyarakat sipil, dan 
perguruan tinggi dalam satu ekosistem pendanaan dan pendampingan yang 
terstandardisasi. Skema Public–Private Partnership (PPP) untuk pembangunan 
ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas digital dapat menjadi instrumen strategis 
dalam menjembatani keterbatasan anggaran pemerintah tanpa mengorbankan 
akuntabilitas publik. Selain itu, inovasi pembiayaan berbasis tanggung jawab sosial 
perusahaan (Corporate Social Responsibility—CSR), dana filantropi pendidikan, 
serta model blended finance dapat memperluas sumber daya pembangunan sembari 
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memperkuat sense of ownership komunitas terhadap satuan pendidikan. 
Dalam konteks tata kelola, mekanisme kemitraan harus dirancang dengan 

kerangka regulatif yang jelas, mulai dari penetapan standar teknis, pembagian risiko 
(risk sharing), hingga skema pemeliharaan jangka panjang. Keikutsertaan 
perguruan tinggi sebagai pendamping teknis dapat meningkatkan kualitas desain, 
analisis kelayakan, dan evaluasi mutu pembangunan. Sementara itu, partisipasi 
masyarakat local melalui komite sekolah, school-based management, dan forum 
warga berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang menjaga transparansi dan 
memastikan relevansi pembangunan terhadap kebutuhan riil peserta didik. Dengan 
demikian, kemitraan multipihak bukan hanya solusi atas kekurangan pembiayaan, 
melainkan strategi struktural untuk menciptakan model revitalisasi yang inovatif, 
adaptif, dan berorientasi keberlanjutan. 
 
Penguatan Mekanisme Akuntabilitas Publik dan Transparansi Tata Kelola 

Penguatan mekanisme akuntabilitas publik merupakan prasyarat utama 
untuk memastikan bahwa agenda revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan tidak 
hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga memenuhi prinsip transparansi, 
integritas, dan keterukuran kinerja. Dalam konteks kebijakan pendidikan, 
akuntabilitas tidak cukup diwujudkan melalui laporan administratif formal; ia 
menuntut sistem pelaporan yang dapat diaudit, mudah diakses, dan berbasis data 
real-time. Satuan pendidikan dan pemerintah daerah perlu mengadopsi standar 
pelaporan digital yang terintegrasi dengan sistem informasi nasional sehingga 
setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan 
konstruksi, hingga pemeliharaan dapat dipantau secara terbuka oleh pemangku 
kepentingan. 

Penerapan dashboard transparansi publik yang menampilkan informasi 
progres fisik, serapan anggaran, spesifikasi teknis, serta pihak-pihak pelaksana 
proyek akan memperkuat kontrol sosial dan mengurangi ruang terjadinya deviasi 
kebijakan. Selain itu, penggunaan mekanisme public disclosure dan open 
contracting data standard (OCDS) dapat meningkatkan kualitas tata kelola 
pengadaan barang/jasa, terutama di daerah yang masih memiliki kapasitas 
pengawasan terbatas. Partisipasi masyarakat baik melalui komite sekolah, forum 
warga, maupun kanal umpan balik digital berperan sebagai instrumen koreksi 
terhadap ketidaksesuaian implementasi di lapangan, sekaligus meningkatkan 
legitimasi program. 

Lebih jauh lagi, penguatan akuntabilitas harus disertai dengan peningkatan 
kompetensi auditor internal dan eksternal di tingkat daerah agar evaluasi kebijakan 
tidak bersifat seremonial, tetapi berbasis bukti (evidence-based auditing). Dengan 
desain tata kelola yang akuntabel, transparan, dan inklusif, revitalisasi sarana dan 
prasarana pendidikan dapat mencapai efektivitas yang optimal serta menghadirkan 
nilai publik yang terukur bagi peserta didik dan masyarakat luas. 
 
Kesimpulan 

Kebijakan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan melalui Instruksi 
Presiden 7/2025 menandai fase penting dalam transformasi sistem pendidikan 
nasional yang berorientasi pada pemerataan mutu dan peningkatan layanan 
pembelajaran. Analisis yang dilakukan dalam kajian ini menunjukkan bahwa 
revitalisasi bukan sekadar program pembangunan fisik, melainkan intervensi 
struktural yang memadukan aspek perencanaan berbasis data, pengelolaan 
anggaran yang adil, tata kelola teknis yang standar, serta sistem pengawasan dan 
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evaluasi yang semakin digital dan responsif. Dengan demikian, revitalisasi 
berfungsi sebagai fondasi strategis untuk memperkuat ekosistem pendidikan 
nasional secara menyeluruh. 

Dampak positif revitalisasi terbukti signifikan terhadap peningkatan mutu 
pembelajaran, terutama melalui terciptanya lingkungan belajar yang aman, modern, 
dan adaptif terhadap kurikulum berbasis kompetensi. Sarana yang memadai 
memperkuat kapasitas guru dalam mengimplementasikan pedagogi inovatif, 
memperluas peluang digitalisasi pendidikan, serta mempercepat perubahan budaya 
belajar yang lebih kolaboratif, kreatif, dan terpersonalisasi. Pada level tata kelola, 
kebijakan ini mendorong peningkatan profesionalisasi manajemen sekolah serta 
memperkuat integrasi data lintas level pemerintahan sebagai basis pengambilan 
keputusan yang akurat dan terukur. 

Meski demikian, implementasi revitalisasi menghadapi sejumlah tantangan 
strategis yang perlu dijawab secara sistematis. Ketimpangan kapasitas daerah, 
kompleksitas regulasi pengadaan, keterbatasan sistem monitoring berbasis data, 
serta isu keberlanjutan pembiayaan menunjukkan bahwa revitalisasi tidak dapat 
dipandang sebagai kebijakan jangka pendek. Upaya perbaikan berkelanjutan perlu 
dilakukan melalui lima arah kebijakan utama: (1) penguatan perencanaan berbasis 
data, (2) peningkatan kapasitas manajerial satuan pendidikan, (3) pemanfaatan 
teknologi pengawasan, (4) konsistensi pemeliharaan pascapembangunan, dan (5) 
optimalisasi akuntabilitas publik. Secara keseluruhan, revitalisasi sarana-prasarana 
pendidikan akan berhasil apabila diikuti dengan sinergi kuat antara pemerintah 
pusat. 
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